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LAMPIRAN 1
SURAT ARAHAN PENYUSUNAN
DOKUMEN LINGKUNGAN



Nomor
Hal

Yth.

HUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KE
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USéAbH? EjAan IﬂEOgIOATAN
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 6 Wing C - JI. Jend. Gatot Subroto, Jakarta
Telepon (021) 5705090; Faksimile 5705090

S. 431/ oLuk/ paul/ei 4/ 2/2023 28 Februari 2023
Arahan Dokumen Lingkungan

Environmental and Social Responsibility Discipline Lead
BP Berau Ltd.

di-

Jakarta

Menindaklanjuti surat Saudara nomor: 0009/KemenLHK/Berau/1/2023, tanggal 31

Januari 2023, perihal Penyampaian Informasi Tambahan untuk Kegiatan Terpadu Proyek

Pengembangan Tangguh LNG BP Berau Ltd., maka bersama ini disampaikan beberapa hal
sebagai berikut:

1. Berdasarkan data dan informasi yang disampaikan yaitu:

a.

BP Berau Ltd. berencana melakukan pengembangan kegiatan dari yang telah dilingkup

dalam Persetujuan Lingkungan sebelumnya. Adapun rencana kegiatan pengembangan
tersebut terdiri dari:

1) Perubahan timeline pemboran:

- Pengeboran 2 sumur produksi gas pada anjungan UBB merupakan bagian dari
rencana pengeboran 16 sumur di UBA;

- Pengeboran 3 sumur injeksi CO, pada anjungan Carbon Capture, Utilization and

Storage (CCUS) merupakan bagian dari rencana pengeboran sumur di VRE yang
berjumlah 16 sumur.

2) Pembangunan anjungan di UBB yang berdekatan (terintegrasi) dengan UBA yang

masih termasuk dalam satu tapak proyek. Pembangunan dilakukan secara bertahap,
yaitu pertama UBA kemudian UBB;

3) Pembangunan anjungan CCUS yang berdekatan dengan VRA, VRB, dan VRE yang
masih termasuk dalam satu tapak proyek;

4) Pergeseran jalur pipa ke sebelah utara, namun kondisi rona lingkungan sama dengan
lokasi jalur pipa dalam dokumen lingkungan yang dimiliki;

5) Pengembangan CCUS yang meliputi: Jaringan pipa gas CO; dan kabel bawah laut dari
Onshore Receiving Facility (ORF) di darat ke anjungan CCUS sepanjang +13,5 km (tiga
belas setengah kilometer) dengan diameter 12" (dua belas inci) dan metode
pemasangannya adalah sama dengan rencana pipa gas;

8) Onshore Brownfield tie ins ke ORF untuk pengembangan Lapangan Ubadari:

7) Onshore Brownfield tie ins ke fasilitas Acid Gas Removal Unit (AGRU) untuk kegiatan
CCus.

Bahwa berdasarkan hasil overlay dengan Batas Wilayah Studi dokumen Amdal eksisting
dan jenis Dampak Penting Hipotetik yang dikaji sebelumnya, rencana pengembangan tidak

mengubah Batas Wilayah Studi dan tidak menimbulkan jenis Dampak Penting Hipotetik
baru,

2. Mempertimbangkan hal-hal sebagaimana butir 1 di atas, terhadap permohonan arahan
dokumen lingkungan yang disampaikan:

a,

Berdasarkan pada Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan
apabila Usaha dan/atau Kegiatannya yang telah memperoleh surat Keputusan Kelayakan



Lingkungan Hidup atau persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan
Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan.

Perubahan usaha dan/atau kegiatan dimaksud antara la_lin perubahan sarana usaha
dan/atau kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup.

Perubahan Persetujuan Lingkungan dilakukan dengan kewajiban menyusun dokumen
lingkungan hidup atau tanpa disertai kewajiban penyusunan dokumen lingkungan hidup
baru. .

. Memperhatikan rencana kegiatan sebagaimana angka 1 huruf b di atas dan keterkaitannya

dengan lingkup dokumen lingkungan yang telah diterbitkan Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup sebagaimana butir 1 huruf a di atas, bahwa rencana kegiatan tidak
mengubah jenis dampak penting hipotetik dan Batas Wilayah Studi pada dokumen
lingkungan kegiatan eksisting, dengan mengacu pada Pasal 91 PP 22 Tahun 2021, maka
perubahan Persetujuan Lingkungan rencana kegiatan BP Berau Ltd. dilakukan melalui
penyusunan dan penilaian Addendum ANDAL, RKL-RPL Tipe A.

Penyusunan dokumen Addendum ANDAL, RKL-RPL rencana kegiatan Saudara agar
mengacu pada Lampiran V PP 22 Tahun 2021.

. Sesuai dengan Pasal 79 PP 22 Tahun 2021, bahwa kewenangan penilaian Amdal suatu

rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan
Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, bahwa Perizinan Berusaha kegiatan Pertambangan
Gas Alam merupakan kewenangan Menteri untuk seluruh skala usahanya, maka
kewenangan penilaian AMDAL dan penerbitan Persetujuan Lingkungannya berada di
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3. Selanjutnya Saudara dapat berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan terkait proses penilaian Addendum ANDAL, RKL-RPL rencana kegiatan Saudara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerj’asamanya diucapkan terima kasih.

CONGAN Hipy

.7, Laksmi Wl\dxafa/yantl

INIP. 19670824 199403 2 001
Tembusan Yth.: : _
1. Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (sebagai laporan)

2. Kepala Divisi Formalitas, SKK Migas



LAMPIRAN 2
IZIN LINGKUNGAN DAN

PERSETUJUAN LINGKUNGAN



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK.1132/MENLHK/SETJEN/PLA.4/11/2022

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN TERPADU PROYEK TANGGUH
LNG DI KABUPATEN TELUK BINTUNI DAN KABUPATEN FAKFAK, PROVINSI
PAPUA BARAT OLEH BP BERAU LTD.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan:
a.l Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan:

1)

2)

Pasal 3: ~

(I) Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki
oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan
yang memiliki Dampak Penting atau
tidak penting terhadap lingkungan;

(2) Persetujuan Lingkungan diberikan
kepada Pelaku Usaha atau Instansi

Pemerintah;

(3) Persetujuan  Lingkungan  menjadi
prasyarat penerbitan Perizinan
Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah;

(4) Persetujuan Lingkungan dilakukan
melalui a. penyusunan Amdal dan uji
kelayakan Amdal; atau b. penyusunan
Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan
Formulir UKL-UPL;

Pasal 49 ayat (3): Surat Keputusan

Kelayakan Lingkungan Hidup merupakan

a. bentuk Persetujuan Lingkungan Hidup;

dan b. prasyarat penerbitan Perizinan

Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;

Pasal 89 ayat (1): Penanggungjawab Usaha

dan/atau Kegiatan wajib melakukan

perubahan Persetujuan Lingkungan
apabila Usaha dan/atau Kegiatannya yang
telah  memperoleh  surat Keputusan



a.2.

Kelayakan  Lingkungan  Hidup atau
persetujuan  Pernyataan  Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
direncanakan untuk dilakukan perubahan;

4) Pasal 90 ayat (1): Perubahan Persetujuan
Lingkungan dilakukan melalui:
a. perubahan Persetujuan Lingkungan
dengan kewajiban menyusun dokumen
lingkungan hidup baru; atau b. perubahan
Persetujuan Lingkungan tanpa disertai
kewajiban menyusun dokumen
Lingkungan Hidup baru,;

S5) Pasal 527 huruf b Penilaian Amdal atau
Pemeriksaan  Formulir UKL-UPL dan
pengajuan Izin Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang
sedang dalam proses, dilanjutkan sampai
dengan terbitnya Persetujuan Lingkungan;

Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021

tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang

Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan  Hidup, Upaya  Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan

Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan

Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan

Lingkungan Hidup, Setiap Rencana Usaha

dan/atau Kegiatan yang Memiliki Dampak

Penting terhadap Lingkungan Hidup Wajib

Memiliki Amdal,

b. bahwa kegiatan Terpadu Proyek Tangguh LNG di
Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Fakfak,
Provinsi Papua Barat telah memiliki dokumen
lingkungan yang telah disetujui berdasarkan:

b.1.

b.2.

b.3.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor
02.37.07 Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014
tentang Izin Lingkungan Kegiatan Terpadu
Proyek Tangguh LNG di Kabupaten Teluk
Bintuni dan Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua
Barat oleh BP Berau Ltd.;

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor SK.535/Menlhk-Setjen/
2015 tanggal 19 November 2015 tentang
Perubahan atas Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 02.37.07 Tahun
2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan
Terpadu Proyek Tangguh LNG di Kabupaten
Teluk Bintuni dan Kabupaten Fakfak, Provinsi
Papua Barat oleh BP Berau Ltd.;

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor SK.614/Menlhk/Setjen/
PLA.4/11/2017 tanggal 07 November 2017
tentang Perubahan Kedua atas Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02.37.07
Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan



Terpadu Proyek Tangguh LNG di Kabupaten
Teluk Bintuni dan Kabupaten Fakfak, Provinsi
Papua Barat oleh BP Berau Ltd.;

b.4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor SK.261/Menlhk/Setjen/
PLA.4/5/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang
Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 02.37.07 Tahun
2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan
Terpadu Proyek Tangguh LNG di Kabupaten
Teluk Bintuni dan Kabupaten Fakfak, Provinsi
Papua Barat oleh BP Berau Ltd.;

bahwa terdapat perubahan kegiatan berupa

penambahan pemboran sumur infill sebanyak 6

(enam) sumur dengan pemboran sebanyak 3 (tiga)

sumur masing-masing di anjungan eksisting VRA

dan VRB dan perubahan penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan;

bahwa VP Projects BP Berau Ltd. dengan surat

Nomor 0036/KemenLHK/Berau/8/2020 tanggal 28

Agustus 2020 perihal Permohonan Perubahan Izin

Lingkungan untuk Rencana Kegiatan Terpadu

Proyek Tangguh LNG di Kabupaten Teluk Bintuni

dan Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat dan

surat VP Project BP Berau Ltd. Nomor 0017/

KemenLHK/Berau/6/2021 tanggal 3 Juni 2021

perihal Permohonan Perubahan Penanggung Jawab

Persetujuan Lingkungan untuk Rencana Kegiatan

Terpadu Proyek Tangguh LNG di Kab. Teluk Bintuni

dan Kab. Fakfak Provinsi Papua Barat, mengajukan

permohonan perubahan persetujuan lingkungan;
bahwa  terhadap  permohonan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf d:

e.l. berdasarkan Berita Acara Validasi
Permohonan Layanan sesuai Registrasi Nomor
R202008240001 tanggal 18 September 2020,
dinyatakan lengkap secara administrasi,

e.2. diperlukan Addendum Analisis Dampak
Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan
Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
yang telah dilakukan pembahasan dalam
rapat Tim Teknis dan Komisi Penilai AMDAL
Pusat, yaitu:

e.2.1. Rapat Tim Teknis Komisi Penilai
AMDAL Pusat dengan Berita Acara
Nomor 176/BA/DIT.PDLUK/LHK/2020
tanggal 24 November 2020;

e.2.2. Rapat Tim Teknis Komisi Penilai
AMDAL Pusat Lanjutan dengan Berita
Acara Nomor 19/BA/DIT.PDLUK/LHK/
2021 tanggal 3 Februari 2021;

e.2.3. Rapat Komisi Penilai AMDAL Pusat
dengan Berita Acara Nomor 30/BA/



Mengingat

DIT.PDLUK/LHK/2021 tanggal 23
Februari 2021;

e.2.4. Rapat Komisi Penilai AMDAL Pusat
dengan Berita Acara Nomor 50/BA/
DIT.PDLUK/LHK/2021 tanggal 24
Maret 2021;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan tentang Kelayakan Lingkungan
Hidup Kegiatan Terpadu Proyek Tangguh LNG di
Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Fakfak,
Provinsi Papua Barat oleh BP Berau Ltd.;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko;

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
Tentang  Penyelenggaraan  Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32
Tahun 2021, .
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar
Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup,
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penerbitan  Persetujuan  Teknis dan  Surat
Kelayakan  Operasional Bidang Pengendalian
Pencemaran Lingkungan;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara
dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun;

Peraturan  Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan;



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

1. Surat Gubernur Papua Barat kepada Kepala SKK
Migas dengan Nomor 593.83/95/GPB/1/2021
tanggal 20 Januari 2022 perihal Penyelesaian
Kompensasi Adat Ganti Rugi Sumur Tangguh LNG
kepada Masyarakat Suku Sebyar;

2. Risalah Pengolahan Data (RPD) Penerbitan Surat
Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan
Terpadu Proyek Tangguh LNG di Kabupaten Teluk
Bintuni dan Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua
Barat oleh BP Berau Ltd. Nomor RPD.303/PDLUK-
2/9/2022 tanggal 10 Oktober 2022;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN
HIDUP KEGIATAN TERPADU PROYEK TANGGUH LNG
DI KABUPATEN TELUK BINTUNI DAN KABUPATEN
FAKFAK, PROVINSI PAPUA BARAT OLEH BP BERAU
LTD.

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan ini
adalah:

1. Nama Usaha dan/ : BP Berau Ltd.
atau kegiatan

2. Jenis Usaha : Minyak dan Gas Bumi
dan/atau Kegiatan

3. NIB : 8120113181936

4. Penanggung Jawab : Matthew Kirkham
Usaha dan/ atau
kegiatan

5. Jabatan : VP Project

6. Alamat : Arkadia Green Park Tower
Kantor/kegiatan G Lantai 3,

J1. TB Simatupang Kav. 88,
Jakarta Selatan 12520
Nomor telepon/faksimile:
021-78838000, 78549165
7. Lokasi Usaha dan/ : Kabupaten Teluk Bintuni
atau kegiatan dan Kabupaten Fakfak,
Provinsi Papua Barat

Ruang lingkup dalam  Keputusan Kelayakan

Lingkungan Hidup kegiatan eksisting melipudi:

1. kegiatan operasional kilang LNG 1 dan kilang LNG
2 dengan kapasitas produksi masing-masing 3,8
mtpa (tiga dan delapan persepuluh million tonnes
per annum);

2. penerimaan tenaga kerja untuk kegiatan operasi
Tangguh LNG sebanyak kurang lebih 1.800 (seribu
delapan ratus) orang dan meningkat sampai 2.500



10.

11.

(dua ribu lima ratus) orang pada saat pemeliharaan
besar (TAR) sesuai dengan kebutuhan dan
kesempatan yang tersedia;

kegiatan operasional dua anjungan lepas pantai,

yaitu VRA dan VRB,;

operasional 14 (empat belas) sumur produksi di

anjungan VRA dan VRB, terdiri dari 6 (enam)

sumur di anjungan VRA dan 9 (sembilan) sumur di

anjungan VRB, namun karena masalah teknis satu

sumur di anjungan VRB tidak dioperasikan dan
telah ditutup;

operasional dua jaringan perpipaan bawah laut dari

anjungan lepas pantai ke Onshore Receiving Facility

(ORF) di darat, dengan diameter pipa sebesar 24"

(dua puluh empat inci) dan panjang pipa 20,5 km

(dua puluh dan lima persepuluh kilometer) dari

anjungan VRA ke ORF dan 19 km (sembilan belas

kilometer) dari anjungan VRB ke ORF;

operasional dua buah tangki LNG dengan kapasitas

masing-masing tangki 170.000 m3 (seratus tujuh

puluh ribu meter kubik);

operasional tangki kondensat dengan kapasitas

tangki 19.000 m3 (sembilan belas ribu meter kubik)

dan produksi kondensat sebesar 6.000 bbls/hari

(enam ribu barrel per hari);

operasional tiga unit pembangkit listrik tenaga uap

(turbin gas) pada lokasi kilang LNG dengan

kapasitas masing-masing unit sebesar 35 MW (tlga

puluh lima Mega Watt);

operasional dua tangki bahan bakar utama dengan

kapasitas masing-masing tangki £ 150 m3 (seratus

lima puluh meter kubik);

operasional fasilitas pendukung seperti: fasilitas

akomodasi, bengkel, gudang, kantor, laboratorium,

klinik, fasilitas terminal khusus (dermaga LNG,
combo dock, dan dermaga konstruksi), fasilitas
penyediaan air bersih dengan kapasitas produksi
total sebesar 170 m3/jam (seratus tujuh puluh
meter kubik per jam), fasilitas pengelolaan air
limbah  termasuk pipa pembuangan pada
kedalaman -13 m LAT (minus tiga belas meter

Lowest Astronomical Tide) di dermaga LNG 1,

fasilitas pengelolaan limbah padat, fasilitas

pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun

(B3);

operasional kegiatan pendukung di Babo, yang

terdiri dari:

a. operasional kamp dengan kapasitas 150
(seratus lima puluh) orang, termasuk sarana
penunjang yaitu penyediaan listrik, penyediaan
air bersih, pengelolaan limbah padat, limbah
cair dan limbah B3;

b. operasional bandar udara Babo untuk
mendukung transportasi pekerja dan logistik
dari dan ke lokasi Tangguh LNG;



12.

13.

14.

15.

C. operasional dermaga Babo untuk mendukung
transportasi pekerja dan logistik ke dan dari
lokasi Tangguh LNG;

d. fasilitas bandar wudara dan dermaga juga
dipergunakan untuk kepentingan umum, baik
pemerintah  daerah, masyarakat maupun
kegiatan KKKS lainnya;

operasional landasan helikopter di lokasi Tangguh
LNG untuk mendukung kegiatan operasional
Tangguh LNG;
pembangunan dan operasional satu tangki
kondensat tambahan dengan kapasitas tangki
+ 19.000 m3 (sembilan belas ribu meter kubik) dan
satu tangki penyimpanan bahan bakar, dengan
kapasitas + 2.000 m3 (dua ribu meter kubik);
kegiatan pemeliharaan anjungan lepas pantai
termasuk di dalamnya penyiapan anjungan dalam
rangka memastikan struktur dalam kondisi baik
dan permukaan dasar laut mampu menahan beban
anjungan lepas pantai dan anjungan pengeboran
(rg), pemeliharaan sumur produksi gas, jaringan
perpipaan bawah laut, fasilitas kilang LNG, fasilitas
pendukungnya dan fasilitas terminal khusus,
termasuk kegiatan penggantian Jjaringan pipa dan
perbaikan fasilitas lainnya, jika terjadi kerusakan,
peralatan telah melebihi usia teknisnya, dan/ atau
sebab lainnya;

kegiatan eksploitasi gas yang terdiri dari: )

a. penerimaan tenaga kerja yang diperlukan untuk
kegiatan pengeboran sumur adalah sebanyak
kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) orang
pekerja dan untuk kegiatan pemasangan
anjungan adalah sebanyak kurang lebih 500
(lima ratus) orang pekerija;

b. kegiatan pengembangan lepas pantai yang
terdiri dari:

1) pengembangan tahap awal, yaitu
pembangunan dua anjungan lepas pantai
yang memiliki kapasitas slot maksimum 16
(enam belas) sumur di tiap anjungan dan
jacket sampai dengan 6 (enam) tiang
penyangga, yaitu:

Anjungan Lintang Bujur
ROA 2021’ LS 13395’ BT
WDA 2019°LS 132057’ BT

2) pengembangan tahap selanjutnya, yaitu
pembangunan sampai dengan sembilan
anjungan lepas pantai yang memiliki
kapasitas slot maksimum 16 (enam belas)
sumur di tiap anjungan dan jacket Sampai
dengan 6 (enam) tiang penyangga;



c. kegiatan pengeboran sumur eksploitasi yang
terdiri dari:

1)

pengembangan tahap awal

a) pengeboran sampai dengan 8 (delapan)
sumur produksi gas pada anjungan
ROA;

b) pengeboran sampai dengan 16 (enam
belas) sumur prouksi gas pada anjungan
WDA;

c) pengeboran sampai dengan 5 (lima)
sumur nfill pada anjungan VRA dan 5
(lima) sumur infill pada anjungan VRB;

2) pengembangan tahap selanjutnya yang

meliputi:

a) pengeboran sampai dengan 12 (dua
belas) sumur produksi gas pada
anjungan VRF;

b) pengeboran sampai dengan 16 (enam
belas) sumur produksi gas pada
anjungan OFA;

c) pengeboran sampai dengan 16 (enam
belas) sumur produksi gas pada
anjungan VRD;

d) pengeboran sampai dengan 16 (enam
belas) sumur produksi gas pada
anjungan VRC,;

€) pengeboran sampai dengan 16 (enam
belas) sumur produksi gas pada
anjungan TTA; ~

f) pengeboran sampai dengan 12 (dua
belas) sumur produksi gas pada
anjungan TTB;

g) pengeboran sampai dengan 16 (enam
belas) sumur produksi gas pada
anjungan KKA;

h) pengeboran sampai dengan 16 (enam
belas) sumur produksi gas pada
anjungan UBA;

i) pengeboran sampai dengan 16 (enam
belas) sumur produksi gas pada
anjungan VRE;

d. penyediaan fasilitas pengelolaan lumpur dan
serbuk bor dari kegiatan pengeboran sebagai
berikut:

1)

fasilitas reinjeksi ke formasi bawah
permukaan, baik melalui sumur Drill Mud
Cutting Reinjection (DCRI) yang akan dibor
khusus pada tiap anjungan (maksimum 2
(dua) sumur DCRI per anjungan) atau
annulus sumur produksi; dan/ atau
fasilitas dumping ke laut pada lokasi
anjungan pengeboran termasuk fasilitas
pengelolaan yang diperlukan  sebelum
pembuangan ke laut;



16. kegiatan transmisi gas yang meliputi:

a. penerimaan tenaga kerja yang diperlukan untuk
kegiatan pemasangan jaringan perpipaan
adalah sebanyak kurang lebih 800 (delapan
ratus) orang pekerja, dimana untuk kegiatan
lepas pantai, tenaga kerja yang dibutuhkan

sebagiarn besar adalah tenaga ahli;

b. pemasangan jaringan perpipaan bawah laut
dengan metode peletakan pipa, pembuatan
parit dan penimbunan bawah laut, yang terdiri

dari:

1) pengembangan selanjutnya yang meliputi:

a) jaringan perpipaan bawah laut dari
anjungan WDA atau ke anjungan ROA
sepanjang * 16 km (enam belas
kilometer) dan diameter 24" (dua puluh

empat inci);

b) jaringan perpipaan bawah laut dari
anjungan ROA ke Onshore Receiving
Facility (ORF) di darat sepanjang + 12
km (dua belas kilometer) dan diameter

24" (dua puluh empat inci);
c. pengembangan selanjutnya yang meliputi:
1) jaringan perpipaan bawah laut

anjungan VRF ke Onshore Receiving Facility
(ORF) di darat sepanjang + 21 km (dua
puluh satu kilometer) dan diameter 24" (dua

puluh empat inci);
2) jaringan perpipaan bawah laut

anjungan OFA ke ROA sepanjang = 13 km
(tiga belas kilometer) dan diameter 24" (dua

puluh empat inci);
3) jaringan perpipaan bawah laut

anjungan VRD ke VRF sepanjang kurang
lebih 7 km (tujuh kilometer) dan diameter

24" (dua puluh empat inci);
4) jaringan perpipaan bawah laut

anjungan VRC ke ROA sepanjang kurang
lebih sembilan kilometer dan diameter 24"

(dua puluh empat inci);
5) jaringan perpipaan bawah laut

anjungan TTA ke Onshore Receiving Facility
(ORF) di darat sepanjang * 20 km (dua

puluh kilometer) dan diameter 24"
puluh empat inci);
©) jaringan perpipaan bawah laut

anjungan TTB ke Onshore Receiving Facility
(ORF) di darat sepanjang = 20 km (dua

puluh kilometer) dan diameter 24"
puluh empat inci);
7) jaringan perpipaan bawah laut

anjungan UBA ke OFA sepanjang + 30 km
(tiga puluh kilometer) atau ke ORF sesuai
dengan kajian FEED (Front End Engineering
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Design) dan diameter 24" (dua puluh empat
inci);

8) jaringan perpipaan bawah laut dari
anjungan VRE ke Onshore Receiving Facility
(ORF) di darat sepanjang + 15 km (lima
belas kilometer) dan diameter 24" (dua
puluh empat inci);

9) jaringan perpipaan bawah laut dari
anjungan KKA ke OFA sepanjang + 30 km
(tiga puluh kilometer) dan diameter 24" (dua
puluh empat inci);

10) jaringan perpipaan parallel dengan diameter
maksimum 24" (dua puluh empat inci),
pada ROA-WDA, ROA-ORF, VRA-ORF, VRB-
ORF, VRF-ORF, TTA-ORF, TTB-ORF, dan
KKA-ORF;

d. jaringan perpipaan dekat pantai (shore
approach) dengan metode:

1) pengeboran horizontal (Horizontal Directional
Drilling/ HDD); dan/atau

2) pembuatan parit dan penarikan pipa ke
darat (Trenching and Shore Pull);

€. jaringan perpipaan darat di area lokasi kilang
LNG;

f. fasilitas penampungan air hydrotest di darat
dengan kapasitas sampai dengan 25.000 m3
(dua puluh lima ribu meter kubik);

17. kegiatan kilang LNG yang terdiri dari:

a. penerimaan tenaga kerja yang diperlukan untuk
konstruksi kilang LNG dan fasilitas pendukung
(termasuk fasilitas terminal khusus) adalah
sebanyak kurang lebih 10.500 (sepuluh ribu
lima ratus) orang pekerja secara bertahap
sesuai kebutuhan dan kualifikasi;

b. penerimaan tenaga kerja yang diperlukan pada
kegiatan operasional dan pemeliharaan
pengembangan tahap awal sebanyak kurang
lebih 1.000 (seribu orang) dan akan dilakukan
secara bertahap, sesuai kualifikasi dan
kebutuhan. Jumlah ini dapat meningkat
sampal dengan maksimum 30% (tiga puluh
persen) pada saat TAR (Turn Around) atau
pemeliharaan skala besar (major maintenance).
Jumlah yang sama diperkirakan akan

dibutuhkan untuk operasional dan
pemeliharaan fasilitas pengembangan tahap
selanjutnya;

c. pembukaan lahan secara bertahap dengan luas
maksimum 500 ha (lima ratus hektare), di
dalam area yang telah dibebaskan oleh proyek
Tangguh LNG sebelumnya. Luas ini termasuk
area mangrove yang akan dibuka untuk
jaringan perpipaan dekat pantai dan terminal
khusus, seluas maksimum 10 Ha (sepuluh
hektar);
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kegiatan penyiapan tapak, pekerjaan tanah

dengan metode gali urug (cut and fill dengan

perkiraan volume total material sebesar

6.500.000 m?3 (enam juta lima ratus ribu meter

kubik), dengan rincian sebagai berikut:

1) pembangunan tangki LNG, suar bakar, jalan
akses sepanjang kurang lebih 2.500 m (dua
ribu lima ratus meter) ke dermaga LNG 2
sebanyak 2.200.000 m?3 (dua juta dua ratus
ribu meter kubik);

2) pembangunan Bulk Offloading Facility
(BOF), jalan akses sepanjang kurang lebih
8.000 m (delapan ribu meter), kamp
konstruksi, fasilitas akomodasi, gudang,
fasilitas  pengelolaan sampah terpadu
dengan kebutuhan bahan urug sebanyak
2.100.000 m3 (dua juta seratus ribu meter
kubik);

3) lokasi kilang LNG 3 dan area lay-down
untuk konstruksi dengan kebutuhan bahan
urug sebanyak 2.200.000 m3 (dua juta dua
ratus ribu meter kubik);

pembangunan kilang LNG 3 dengan kapasitas

3,8 mtpa (tiga dan delapan persepuluh million

tonnes per annum) pada pengembangan tahap

awal dan pembangunan kilang LNG 4 dengan
kapasitas 3,8 mtpa (tiga dan delapan
persepuluh  million tonnes per annum) pada

pengembangan tahap selanjutnya,; s

pembangunan dua buah tangki LNG dengan

kapasitas masing-masing sebesar 170.000 m3

(seratus tujuh puluh ribu meter kubik) sebagai

tempat penampungan produk LNG;

volume kondensat maksimum yang dihasilkan

diperkirakan sebesar 10.000 bbls/hari (sepuluh

ribu barrel per hari) dari masing-masing kilang;
pembangunan satu buah tangki kondensat
dengan kapasitas sebesar 31.800 m3 (tiga puluh
satu ribu delapan ratus meter kubik);

fasilitas pengolahan dan penyediaan air bersih,

untuk memenuhi kebutuhan air pada tahap

konstruksi dengan kapasitas produksi:

1) desalinasi sebesar 512 m3 /jam (lima ratus
dua belas meter kubik per jam); dan/atau

2) air tanah sebesar 512 m3 /jam (lima ratus
dua belas meter kubik per jam);

fasilitas pengolahan dan penyediaan air bersih,

untuk memenuhi kebutuhan air pada tahap

operasi dengan kapasitas produksi:

1) desalinasi sebesar 112 m3/jam (seratus dua
belas meter kubik per jam); dan/ atau

2) air tanah sebesar 172 m3/jam (seratus
tujuh puluh dua meter kubik per jam);
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pemasangan kompresor booster untuk

mengompres gas dan mengompensasikan

penurunan tekanan reservoir pada anjungan
dan/ atau lokasi ORF di darat;

penambahan instalasi suar bakar (flaring) pada

lokasi kilang LNG yang dapat menampung

multiple riser dengan perkiraan kapasitas
sebagai berikut:

1) dry flare sebesar 2.500 ton/jam (dua ribu
lima ratus ton per jam);

2) wet flare sebesar 1.500 ton/jam (seribu lima
ratus ton per jam);

3) tankage flare sebesar 200 ton/jam (dua
ratus ton per jam);

. penambahan tiga unit pembangkit listrik tenaga

uap (turbin gas) pada lokasi kilang LNG dengan

kapasitas masing-masing unit sebesar 35 MW

(tiga puluh lima mega watt);

pembangunan  fasilitas  pendukung non-

produksi, antara lain: fasilitas akomodasi,

kantor, gudang, bengkel pemeliharaan,
laboratorium, klinik, sarana peribadatan,
sarana olahraga;

pembangunan tangki bahan bakar dengan

kapasitas masing-masing tangki 2.000 m3 (dua

ribu meter kubik) untuk mendukung kegiatan
operasional,;

pembangunan dan pengoperasian fasilitas

pengolahan air limbah yang terdiri dari:

1) fasilitas pengolahan air terproduksi
(Produced Water Treatment - PWT) sebanyak
dua unit dengan kapasitas masing-masing
sebesar £ 25 m3/jam (dua puluh lima meter
kubik per jam) atau satu unit dengan
kapasitas total sebesar + 50 m3/jam (lima
puluh meter kubik per jam) untuk mengolah
air terproduksi,

2) instalasi pengolahan air limbah (Sewage
Treatment  Plant - STP), termasuk
pengolahan air lindi (leachate treatment)
dengan kapasitas maksimum * 4.000
m3/hari (empat ribu meter kubik per hari)
untuk mengolah limbah domestik;

3) kolam netralisasi dengan kapasitas
minimum S5 m?3 atau sesuai dengan hasil
kajian FEED (Front End Engineering Design)
untuk mengolah air terkontaminasi bahan
kimia;

4) Corrugated Plate Interceptor (CPI) dengan
kapasitas 100 m3/jam (seratus meter kubik
per jam) untuk mengolah air terkontaminasi
minyak;

5) fasilitas daur ulang air limbah;

6) pipa pembuangan air limbah yang telah
diolah pada kedalaman -6m LAT (minus
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enam meter Lowest Astronomical Tide) di
dermaga LNG 1 (eksisting) dan dermaga
LNG 2;

q. pembangunan fasilitas pengelolaan sampah
terpadu dan fasilitas pengelolaan limbah B3
dari kegiatan sendiri yang terdiri dari:

1) insinerator limbah non B3;

2) fasilitas pencacah sisa makanan;

3) pengering sisa makanan dan komposter
untuk mengolah limbah padat organik;

4) alat pencacah kayu,

5) mesin pemadat kaleng dan alat pencacah
plastik;

6) landfill non B3 (untuk limbah inert dan
organik);

7) insinerator limbah B3;

8) Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
(TPS LB3);

9) fasilitas pemanfaatan limbah B3 dari limbah
sendiri

18. kegiatan terminal khusus yang meliputi:

a. penerimaan tenaga kerja yang diperlukan untuk
konstruksi fasilitas terminal khusus adalah
sebanyak 800 (delapan ratus) orang pekerja di
mana jumlah ini sudah tercakup dalam jumlah
total kebutuhan tenaga kerja untuk konstruksi
kilang LNG;

b. pembangunan dan pengoperasian Bulk
Offloading Facility (BOF) sebagai fasilitas
terminal khusus untuk mendukung kegiatan
konstruksi dengan dimensi + 250 m x 300 m
(kurang lebih dua ratus lima puluh meter kali
tiga ratus meter), yang mampu mengakomodir
barge konstruksi berukuran 1600-2500 DWT
(seribu enam ratus hingga dua ribu lima ratus
Deadweight  Tonnage), barge  konstruksi
maksimum berukuran 90 m LOA (sembilan
puluh meter Length Overall dan 27 m beam (dua
puluh tujuh meter beam), Landing Craft Tanker
(LCT) sekitar 1.600 DWT (seribu enam ratus
Deadweight Tonnage), ferry penumpang sekitar
30 m LOA (tiga puluh meter Length Overalls, tug
mooring dan assistance sekitar 15 m LOA (lima
belas meter Length Overall);

c. pembangunan dan pengoperasian dermaga LNG
2 (dermaga LNG-kondensat gabungan), yang
dapat melayani pengapalan LNG dari + 10.000
m3 (sepuluh ribu meter kubik) sampai dengan
Aframax Size;

d. modifikasi combo dock yang ada saat ini dengan
penambahan fasilitas-fasilitas sebagai berikut:

1) penambahan fasilitas pendukung kegiatan
pengeboran sepanjang 81 m x 30 m
(delapan puluh satu kali tiga puluh meter),
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termasuk fasilitas liquid mud (brine) dan dry
bulk plant,

2) penambahan pelindung gelombang
sepanjang 200 m (dua ratus meter);

3) penambahan tempat pengisian bahan bakar

untuk kapal kecil dengan ukuran sekitar

120 m x 15 m (seratus dua puluh kali lima

belas meter);

tempat berlindung kapal kecil;

tempat berlabuh kapal tunda (tug berth);

penambahan pontoon kapal kru;

tempat parkir bus;

tempat peralatan penanggulangan

tumpahan minyak;

kegiatan pengerukan (dredging) yang terdiri dari

pengerukan awal (capital dredging) dan

pengerukan pemeliharaan (maintenance
dredging), dengan perkiraan volume material
keruk sebagai berikut:

1) pembangunan Bulk Offloading Facility (BOF)
sebanyak kurang lebih 750.000 m3 (tujuh
ratus lima puluh ribu meter kubik);

2) pengembangan combo dock sebanyak
kurang lebih 180.000 m3 (seratus delapan
puluh ribu meter kubik);

3) pembangunan dan pengoperasian dermaga
LNG 2 sebanyak kurang lebih 130.000 m3
(seratus tiga puluh ribu meter kubik);

4) pengerukan pemeliharaan sebanyak kurang
lebih 400.000 m3 (empat ratus ribu meter
kubik) untuk setiap kali pengerukan.
Kegiatan pengerukan pemeliharaan dapat
dilakukan  satu tahun sekali atau
disesuaikan dengan kebutuhan. Kegiatan
pengerukan pemeliharaan akan dilakukan
pada dermaga LNG 1, dermaga LNG 2,
combo dock, BOF dan/atau jetty konstruksi;

Ll RN

19. kegiatan survei, seismik, dan pengeboran sumur
eksplorasi dan deliniasi/appraisal yang meliputi:

a.

b.

kegiatan survei regional, geofisik dan geoteknik

pada area KKKS Berau dan KKKS Muturi;

kegiatan survei seismik (2D dan 3D) pada area

KKKS Berau dan KKKS Muturi;

kegiatan survei Vertical Seismic Profiling (VSP)

pada semua sumur produksi yang akan dibor

dari kegiatan Proyek Pengembangan Tangguh

LNG;

kegiatan pengeboran sumur eksplorasi dan

sumur deliniasi/appraisal yang terdiri dari:

1) komitmen eksplorasi KKKS Berau, yaitu
pengeboran satu sumur eksplorasi di
wilayah KKKS Berau pada prospek/lead
Kepe-Kepe, Inos atau Ubadari;

2) pengeboran sumur deliniasi/appraisal yaitu
sumur 0-2 dan V-13 yang akan dilakukan
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dalam  waktu dekat, serta  rencana
pengeboran sumur deliniasi/appraisal lain
pada wilayah kerja KKKS Berau dan KKKS
Muturi yang mencakup lapangan gas
Vorwata, Wiriagar Deep, Ofaweri, Roabiba
dan/atau prospek lain, seperti Kepe-kepe
dan Teteruga dan/atau lapangan gas
lainnya yang termasuk dalam lingkup studi
AMDAL;
20. kegiatan operasi anjungan lepas pantai, sumur
produksi gas, jaringan perpipaan bawah laut,
kilang LNG dan fasilitas pendukungnya, termasuk
fasilitas terminal khusus;
. kegiatan pemeliharaan anjungan lepas pantai,
sumur produksi gas, jaringan perpipaan bawah
laut, fasilitas kilang LNG, fasilitas pendukungnya
dan fasilitas terminal khusus, termasuk kegiatan
penggantian jaringan pipa dan perbaikan fasilitas
lainnya, jika terjadi kerusakan, peralatan telah
melebihi usia teknisnya, dan/atau sebab lainnya.

21

KETIGA Ruang lingkup dalam Surat Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup untuk rencana pengembangan,
meliputi:

1. rencana perubahan alokasi sumur pengembangan
dari 180 (seratus delapan puluh) sumur menjadi
170 (seratus tujuh puluh) sumur dengan rincian
sebagai berikut: .
, t . . Koordinat Jumlah Sumur Sesuai | Jumlah Sumur Sesuai Keterangan
. Lokasi/ .
No | Labanenn Dokumen Lingkungan Rencana Perubahan
“ bang Sebelumnya Alokasi Sumur
. | ROA 2021°’LS 13305 BT 16 8 Kuota berkurang
2. | WDA 2019°LS 132057 BT 16 16 Kuota tetap
3. | VRA 2017°LS 133012’ BT 2 5 Kuota bertambah |
4. | VRB 2019°LS 133914’ BT 2 5 Kuota bertambah |
5. | VRF 2021°LS 133016’ BT 16 12 Kuota berkurang
6. | OFA 2025'LS 13300’ BT 16 16 Kuota tetap
7. | VRD 2017°LS 133017’ BT 16 16 Kuota tetap
8. | VRC 2018 LS 13308 BT 16 16 Kuota tetap
9. | TTA 2021’LS 133018’ BT 16 16 Kuota tetap
10. | TTB 2023’ LS 133020’ BT 16 12 Kuota berkurang
11. | KKA 2031’LS 132057’ BT 16 16 Kuota tetap
12. | UBA 2035’ LS 132039’ BT 16 16 Kuota tetap
13. | VRE 2019°LS 133011’BT 16 16 Kuota tetap
Jumlah 180 170 |

2. penambahan sumur di Lapangan VRA dan VRB
berupa pengeboran sumur-sumur infill, masing-
masing sebanyak 3 (tiga) sumur;

3. dumping limbah pengeboran dari kegiatan Workover
(Kerja Ulang) Sumur-Sumur Pengembangan di
Lapangan VRA dan VRB;

4. mempertahankan titik pembuangan air limbah
pada kedalaman -13 m (minus tiga belas meter)
LAT (Lowest Astronomical Tide) di dermaga LNG-1;
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5. perubahan kriteria ketenagakerjaan, meliputi:

a. Tenaga Kerja Tidak Terampil (Unskilled), dengan
jenis posisi: Petugas Kebersihan, Tukang
Kebun, Pemotong Rumput dan Pembantu
Umum;

b. Tenaga kerja dengan Tingkat Terampilan
Rendah (Low Skilled), dengan jenis posisi:
Asisten Pemeliharaan dan Operasi, Pembantu,
Penjaga dan Supir;

c. Tenaga kerja Semi Terampil (Semiskilled),
dengan jenis posisi: Pekerja Pemeliharaan dan
Proyek, Operator Junior, Pembantu
Administrasi dan Petugas Non Teknik;

d. Tenaga kerja Terampil (Skilled), dengan jenis
posisi: Teknisi Produksi dan R&M, Insinyur
(Pemeliranaan, Teknik, Penerbangan dan
Kelautan), Operator Senior, Pilot Penerbangan,
Specialis, Penasehat dan Perencana. dalam
Pelatihan dan/atau program pengembangan
kompetensi di BP Berau Ltd.;

e. Tenaga kerja Supervisor/Manajerial, dengan
posisi: Manajer, Pimpinan tim, Penyelia dan
Koordinator;

f. Ikut dalam Pelatihan dan/atau program
pengembangan kompetensi di BP Berau;

6. pembukaan akses gerbang untuk keperluan lalu
lintas pasokan barang dan jasa yang
implementasinya akan menyesuaikan dengan
dinamika kondisi sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil prakiraan dampak dari aspek fisik-
kimia, biologi, sosial-ekonomi dan kesehatan
masyarakat pada tahap pra konstruksi, tahap
konstruksi dan operasi akibat rencana kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA, diperoleh
dampak penting yang ditimbulkan dan dikelola yang
meliputi:
1. Tahap Konstruksi
a. Penurunan kualitas air laut dari sumber
dampak alternatif dilakukannya pembuangan

Lumpur dan Serbuk Bor ke Laut (Overboard

Discharge) dari pengeboran sumur infill dan

workover, dikelola dengan cara:

1) memperbaharui prosedur kegiatan
pengeboran dan memberikan pelatihan
kepada karyawan yang terlibat dalam
kegiatan pengeboran tentang elemen-elemen
pengelolaan lingkungan dalam kegiatan
pengeboran;

2) memperbaharui prosedur pengelolaan
limbah lumpur dan serbuk bor dengan
metode pembuangan ke laut dan melakukan
sosialisasi kepada karyawan terkait;
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kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah ke

laut wajib menggunakan lumpur bor (fresh

mud) dengan ketentuan:

a) memiliki kandungan total hidrokarbon
poli aromatik kurang dari 0,001% (nol
koma nol nol satu persen); dan

b) dalam hal dilakukan penambahan barite
ke dalam lumpur bor, harus memenuhi
ketentuan konsentrasi:

i. merkuri (Hg) dalam barite lebih kecil
dari 1 mg/kg (satu milligram per
kilogram) berat kering; dan/atau

ii. cadmium (Cd) dalam barite lebih
kecil dari 3 mg/kg (tiga milligram per
kilogram) berat kering;

melakukan netralisasi dan penurunan

kadar racun Limbah yang akan dilakukan

Dumping (Pembuangan) Limbah melalui:

a) pemisahan lumpur dan serbuk bor;

b) pengujian Total Petroleum Hydrocarbon
(TPH) atau Oil on Cutting terhadap
serbuk dan lumpur bor yang telah
dinetralisasi atau pengurangan kadar
racun serta harus memenuhi baku mutu
TPH sebesar < 5% (sampai tahun 2024)
atau sebesar 0% pada tahun 2025;

memastikan kualitas limbah tidak

berpengaruh terhadap kelimpahan ikan dan
biota laut dengan melakukan:

a) pengujian LC50-96 jam sampel 11mbah
serbuk dan lumpur bor dan memenuhi
nilai = 30.000 ppm spp;

b) pengujian total konsentrasi logam berat
sampel limbah serbuk dan lumpur bor
dan memenuhi baku mutu sesuai
Persetujuan Teknis Dumping yang
diperoleh;

jika menggunakan lumpur berbasis minyak

(Oil Based Mud), maka lumpur dan serbuk

bor tidak akan dibuang ke laut;

melakukan daur wulang lumpur sedapat

mungkin, misalnya menggunakan Solid

Control Unit;

melakukan kegiatan sesuai dengan

Persetujuan Dumping Limbah Lumpur dan

Serbuk Bor yang berlaku serta prosedur

terkait;

melakukan pencatatan volume lumpur dan

serbuk bor yang dibuang ke laut;

10) memperhatikan pemetaan batimetri di

lokasi  pengeboran  untuk  penentuan
dilakukannya pembuangan lumpur dan
serbuk bor ke laut secara insitu ataupun
eksitu berdasarkan peraturan yang berlaku;
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11) melakukan kajian modeling buangan serbuk

dan lumpur bor dari setiap tahapan
kegiatan pengeboran sesuai desain sumur;

12) mengatur pembuangan lumpur dan serbuk

bor ke laut sedemikian hingga agar pada
radius 500 m (lima ratus meter) dari lokasi
kegiatan pembuangan lumpur dan serbuk
bor, nilai TSS telah memenuhi Lampiran VIII
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2021 dengan mempertimbangkan rona
lingkungan pada saat studi AMDAL 2014,
sesuai kajian modeling buangan serbuk dan
lumpur bor dari setiap tahapan kegiatan
pengeboran;

b. gangguan terhadap biota laut (plankton dan
benthos) dari kegiatan alternatif dilakukannya
pembuangan Lumpur dan Serbuk Bor ke Laut
(Overboard Discharge) dari pengeboran sumur
infill dan workover, dikelola dengan cara
mengikuti pengelolaan pada dampak primernya,
yaitu dampak penurunan kualitas air laut:

1)

2)

memperbaharui prosedur kegiatan
pengeboran dan memberikan pelatihan
kepada karyawan yang terlibat dalam
kegiatan pengeboran tentang elemen-elemen
pengelolaan lingkungan dalam kegiatan
pengeboran,

memperbaharui prosedur pengelolaan

limbah lumpur dan serbuk bor dengan

metode pembuangan ke laut dan melakukan
sosialisasi kepada karyawan terkait;
kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah ke
laut wajib menggunakan lumpur bor (fresh
mud) dengan ketentuan:

a) memiliki kandungan total hidrokarbon
poli aromatik kurang dari 0,001% (nol
koma nol nol satu persen); dan

b) dalam hal dilakukan penambahan barite
ke dalam lumpur bor, harus memenuhi
ketentuan konsentrasi:

1. merkuri (Hg) dalam barite lebih
kecil dari 1 mg/kg (satu milligram
per kilogram) berat kering;
dan/atau

ii. cadmium (Cd) dalam barite lebih
kecil dari 3 mg/kg (tiga milligram
per kilogram) berat kering;

melakukan netralisasi dan penurunan

kadar racun Limbah yang akan dilakukan

Dumping (Pembuangan) Limbah melalui:

a) pemisahan lumpur dan serbuk bor;

b) pengujian Total Petroleum Hydrocarbon
(TPH) atau Oil on Cutting terhadap
serbuk dan lumpur bor yang telah
dinetralisasi atau pengurangan kadar
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racun serta harus memenuhi baku mutu
TPH sebesar < 5% (sampai tahun 2024)
atau sebesar 0% pada tahun 2025;

5) memastikan kualitas limbah tidak
berpengaruh terhadap kelimpahan ikan dan
biota laut dengan melakukan:

a) pengujian LC50-96 jam sampel limbah
serbuk dan lumpur bor dan memenuhi
nilai > 30.000 ppm spp;

b) pengujian total konsentrasi logam berat
sampel limbah serbuk dan lumpur bor
dan memenuhi baku mutu sesuai
Persetujuan Teknis Dumping yang
diperoleh;

6) jika menggunakan lumpur berbasis minyak
(Oil Based Mud), maka lumpur dan serbuk
bor tidak akan dibuang ke laut;

7) melakukan daur ulang lumpur sedapat
mungkin, misalnya menggunakan Solid
Control Unit;

8) melakukan kegiatan sesuai dengan
Persetujuan Dumping Limbah Lumpur dan
Serbuk Bor yang berlaku serta prosedur
terkait;

9) melakukan pencatatan volume lumpur dan
serbuk bor yang dibuang ke laut;

10) memperhatikan pemetaan batimetri di
lokasi  pengeboran  untuk  penentuan
dilakukannya pembuangan lumpur -dan
serbuk bor ke laut secara insitu ataupun
eksitu berdasarkan peraturan yang berlaku;

11) melakukan kajian modeling buangan serbuk
dan lumpur bor dari setiap tahapan
kegiatan pengeboran sesuai desain sumur;

12) mengatur pembuangan lumpur dan serbuk
bor ke laut sedemikian hingga agar pada
radius 500 m (lima ratus meter) dari lokasi
kegiatan pembuangan lumpur dan serbuk
bor, nilai TSS telah memenuhi Lampiran VIII
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2021 dengan mempertimbangkan rona
lingkungan pada saat studi AMDAL 2014,
sesuai kajian modeling buangan serbuk dan
lumpur bor dari setiap tahapan kegiatan
pengeboran;

gangguan terhadap mamalia laut dari kegiatan

Pengeboran Sumur Gas, dan Workover dikelola

dengan cara:

1) memperbaharui  prosedur perlindungan
mamalia laut dan melakukan sosialisasi
prosedur kepada karyawan terkait;

2) memperbaharui prosedur pengelolaan
limbah padat dan cair pada kegiatan
pengeboran dan melakukan sosialisasi
prosedur kepada karyawan terkait;
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melakukan pengelolaan limbah padat dan

air limbah sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010, MARPOL

dan peraturan yang berlaku,

melakukan rencana pengelolaan dalam

kegiatan pembuangan lumpur dan serbuk

bor sesuai dengan AMDAL dan Persetujuan

Teknis Dumping Limbah Lumpur dan

Serbuk Bor;

menerapkan Panduan JNCC ketika

melakukan Vertical Seismic Profile (VSP)

pada saat pengeboran, melalui prosedur
sebagai berikut:

a) melakukan observasi keberadaan
mamalia laut di sekitar radius 500 m
(lima ratus meter) selama 30 (tiga puluh)
menit sebelum dimulainya kegiatan VSP

b) jika keberadaan mamalia laut terlihat di
radius 500 m (lima ratus meter), maka
kegiatan ditunda untuk memberikan
waktu bagi mamalia laut untuk
menjauh;

¢) menerapkan prosedur “Soft Start”;

d. gangguan terhadap mamalia laut dari kegiatan
Transportasi Laut untuk Tenaga Kerja,
Peralatan dan  Material pada  kegiatan
pengeboran sumur infill dikelola dengan cara:

1)

O)
6)

7)

9)

melakukan pembaharuan prosedur
perlindungan mamalia laut dan melakukan
sosialisasi prosedur kepada karyawan
terkait dan awak kapal,

memperbaharui prosedur pengelolaan
limbah padat dan cair pada kegiatan
transportasi laut dan melakukan sosialisasi
prosedur kepada karyawan terkait;
memperbaharui prosedur penanggulangan
keadaan darurat pencemaran di kapal dan
dilakukan pelatihan ke awak kapal;
menyediakan fasilitas penanggulangan
keadaan darurat di kapal sesuai dengan
prosedur yang disusun,

menerapkan kebijakan dilarang memancing;
melakukan pemeliharaan rutin terhadap
mesin/peralatan sesuai dengan jadwal yang
ditentukan untuk memastikan bahwa
mesin/peralatan tersebut bekerja secara
efisien;

mengutamakan jalur transportasi laut di
area yang lebih dalam (>12 m) pada saat
kondisi laut tenang;

mengurangi laju kapal jika dekat dengan
mamalia laut, sampai mamalia laut tersebut
menjauh;

melakukan pengelolaan limbah padat dan
air limbah sesuai dengan Peraturan
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Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Perlindungan Lingkungan Maritim dan
MARPOL serta peraturan yang berlaku.
Pengelolaan limbah padat dan cair secara
terinci tersedia di bahasan RKL tentang
penurunan kualitas air laut;

10) mengelola air balas sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Perlindungan Lingkungan Maritim dan
MARPOL. Penggantian air balas diantisipasi
tidak akan banyak terjadi karena sebagian
besar kapal akan tiba di Tangguh LNG
dalam kondisi bermuatan;

11) mencatat penggantian air balas (tanggal,
lokasi, volume dan nama kapal);

e. ketenagakerjaan dari kegiatan kesempatan
kerja selama tahap pengeboran sumur infill
yang disebabkan oleh kegiatan rekrutmen dan
mobilisasi tenaga kerja dikelola dengan cara:

1) mempekerjakan pekerja di tingkat
unskilled/low skilled dalam jumlah terbatas,
untuk bekerja sebagai tim Community
Relation  yang  diprioritaskan  kepada
masyarakat asli di Teluk Bintuni;

2) melakukan penerimaan tenaga kerja dengan
memberikan prioritas kepada masyarakat
asli setempat, Bintuni dan Fakfak, Papua
Barat, Papua, dan Nasional;

3) Setelah berakhirnya kontrak kerja para
pekerja, maka akan memulangkan para
pekerja tim Community Relation ke lokasi
penerimaannya.

2. Tahap Operasi
a. Penurunan kualitas air laut dan penurunan
kelimpahan dan  keanekaragaman  biota
perairan laut dari kegiatan pengolahan air
limbah kegiatan operasional Kilang LNG dan
fasilitas pendukungnya, dikelola dengan cara:
1) melakukan upaya minimalisasi air limbah
dengan:

a) mempertimbangkan penggunaan  air
tanah (sebagai pengganti atau suplemen
unit  desalinasi). Hal ini akan
mengurangi jumlah air limbah (brine)
dari unit desalinasi;

b) melakukan upaya penggunaan kembali
air limbah terolah dari unit Produced
Water Treatment (PWT) atau unit
pengolahan air limbah lainnya untuk
kebutuhan utilitas atau kebutuhan lain
yang sesuai,

2) melakukan pengolahan air limbah dan
menjaga kestabilan operasional IPAL untuk
memastikan bahwa air limbah terolah telah
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memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke

laut. Fasilitas pengolahan air limbah untuk

proyek pengembangan Tangguh LNG akan
menggunakan teknologi yang sama seperti
yang digunakan saat ini di Tangguh LNG;
memperbaharui prosedur pengelolaan air
limbah dan melakukan pelatihan dan
sosialisasi prosedur kepada karyawan
terkait;

air limbah terolah yang akan dibuang ke

laut adalah:

a) Air Terproduksi dari unit PWT;

b) Air Terkontaminasi Minyak dari Unit
CPI;

c) Air Terkontaminasi Bahan Kimia dari
Netralization Pit;

d) Air Limbah Domestik dari STP;

e) Air Limbah Desalinasi dari Unit
Desalinasi,

memasang pipa pembuangan air limbah di

laut pada lokasi -6 m LAT (minus enam

meter Lowest Astronomical Tide)di dermaga

LNG-2 pada kegiatan proyek pengembangan

Tangguh LNG;

lokasi pembuangan air limbah ke laut

adalah:

a) di lokasi -13 m LAT (minus tiga belas
meter Lowest Astronomical Tide) pada
dermaga LNG-1 untuk operasi Kilang
LNG 1 dan 2;

b) di lokasi -6 m LAT (minus enam meter
Lowest Astronomical Tide) pada dermaga
LNG-1 dan dermaga LNG 2 untuk
operasi Kilang LNG 3 dan 4;

pengelolaan air limbah dari bukan sumber

utama (aktivitas tidak rutin) seperti:

a) finfan cooler cleaning dan kegiatan
serupa yang tidak berpotensi
terkontaminasi minyak atau bahan
kimia lainnya akan dianalisis lebih
dahulu untuk parameter kunci sebelum
dibuang ke air permukaan. Bila tidak
memenuhi baku mutu, maka perlu
dilakukan pengolahan terlebih dahulu
sebelum dibuang;

b) tank repainting dan kegiatan serupa
yang berpotensi terkontaminasi minyak
atau bahan kimia lainnya akan
dianalisis lebih dahulu untuk parameter
kunci (misalnya pH, TSS, COD dan
minyak dan lemak) serta parameter yang
lain sesuai dengan karakteristik limbah
untuk menentukan metode
pengelolaannya sebelum dibuang ke
laut;
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8) air limbah dari unit Batching Plant akan
dinetralkan  terlebih  dahulu  sebelum
dibuang ke air permukaan.

Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib
memiliki Persetujuan Teknis, apabila usaha dan/atau
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA
dan Amar KETIGA memerlukan Persetujuan Teknis
sesuai kegiatan.

Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Amar KEDUA dan Amar KETIGA, Penanggung
Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib:

1.

10.

melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak

lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;

mematuhi dan melaksanakan persyaratan teknis

sesuai:

a. Lampiran III Keputusan ini, yaitu Persetujuan
Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (Limbah B3);

b. Lampiran IV Keputusan ini, yaitu Persetujuan
Teknis Baku Mutu Air Limbah;

c. Lampiran V Keputusan ini, yaitu Rincian Teknis
Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (Limbah B3);

mematuhi  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup; N
melakukan koordinasi dengan instansi pusat
maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan
kegiatan ini;
mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse dan Recycle
(BR) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai
rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen
RKL-RPL;
melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP);
melakukan  perbaikan secara terus-menerus
terhadap kehandalan teknologi yang digunakan
dalam rangka meminimalisasi dampak yang
diakibatkan dari rencana kegiatan ini;

melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah

daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat

setempat  sebelum kegiatan pengembangan
dilakukan;

mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan

lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan

tersebut;

.memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis

pasca  verifikasi pemenuhan baku mutu
Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3;
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12. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan
fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

13. melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca
operasi untuk memastikan kewajiban telah
dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
dan/atau kewajiban lain yang ditetapkan oleh
Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan kepentingan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

14. menyusun  laporan pelaksanaan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai
dengan angka 10, paling sedikit 1 (satu) kali setiap
6 (enam) bulan selama kegiatan kegiatan Terpadu
Proyek Tangguh LNG di Kabupaten Teluk Bintuni
dan Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat oleh
BP Berau Ltd.berlangsung dan menyampaikan
kepada:

a. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
melalui Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

b. Gubernur Papua Barat melalui Kepala Dinas
Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat;

c. Bupati Teluk Bintuni melalui Kepala Dinas
Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten
Teluk Bintuni; .

d. Bupati Fakfak melalui Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Fakfak,

dengan tembusan kepada kepala instansi yang

membidangi selain huruf a sampai huruf d di atas,

sebagaimana tercantum dalam kolom institusi
pengelolaan lingkungan hidup atau institusi
pemantauan lingkungan hidup.

Terhadap izin-izin Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam
Amar KEEMPAT angka 2 yang terdapat perubahan di
dalamnya wajib melakukan pembaruan Persetujuan
Teknis dan melakukan perubahan Persetujuan
Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan
timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak
yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
I, Lampiran II, dan Lampiran III, Lampiran IV dan
Lampiran V Keputusan ini, Penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan wajib melaporkan kepada instansi
sebagaimana dimaksud dalam Amar KEENAM angka
14 paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di
luar dampak yang wajib dikelola.
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Dalam pelaksanaan Keputusan ini, Menteri
menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
(PPLH) untuk melakukan pengawasan.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Amar
KESEMBILAN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan paling sedikit 2 (dua)
kali dalam 1 (satu) tahun.

Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Amar KESEPULUH ditemukan
pelanggaran, Penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib
mengajukan permohonan perubahan Persetujuan
Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana
usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain
sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum
dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Keputusan  Kelayakan Lingkungan Hidup ini
merupakan Persetujuan Lingkungan dan prasyarat
penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah.

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka:

1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor
02.37.07 Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang
Izin Lingkungan Kegiatan Terpadu Proyek Tangguh
LNG di Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten
Fakfak, Provinsi Papua Barat oleh BP Berau Ltd.;

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor SK.535/Menlhk-Setjen/ 2015
tanggal 19 November 2015 tentang Perubahan atas
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor
02.37.07 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan
Kegiatan Terpadu Proyek Tangguh LNG di
Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Fakfak,
Provinsi Papua Barat oleh BP Berau Ltd.;

3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor SK.614 /Menlhk/Setjen/
PLA.4/11/2017 tanggal 07 November 2017 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 02.37.07 Tahun 2014
tentang Izin Lingkungan Kegiatan Terpadu Proyek
Tangguh LNG di Kabupaten Teluk Bintuni dan
Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat oleh BP
Berau Ltd.;



- 26 -

4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor SK.261/Menlhk/Setjen/
PLA.4/5/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang
Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 02.37.07 Tahun 2014
tentang Izin Lingkungan Kegiatan Terpadu Proyek
Tangguh LNG di Kabupaten Teluk Bintuni dan
Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat oleh BP
Berau Ltd.,

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah

dengan Keputusan ini dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA BELAS . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan
Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2022

S lenan sesuai dengan aslinya MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
a0 giso HUKUM, KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

2.  Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan

Gas Bumi (SKK Migas);

Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Gubernur Papua Barat;

Bupati Teluk Bintuni;

Bupati Fakfak;
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0. Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk
Bintuni;
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12. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua, Kementerian
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK.1132/MENLHK/SETJEN/PLA.4/11/2022

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN TERPADU PROYEK TANGGUH LNG DI KABUPATEN TELUK BINTUNI DAN KABUPATEN FAKFAK, PROVINSI
PAPUA BARAT OLEH BP BERAU LTD.

A. Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

Discharge) dari
pengeboran swumur
pengembangan
(produksi dan
eksplorasi), sumur
infill, dan workover
sumur

Peinerintali Nomor 22
Tahun 2021 dengan
miempertimbangkan rona
lingkungan pada saat
AMDAL

Memperbaharui prosedur pengelolaan
limbah lumvur dan serbuk bor dengan

metode pembuangan ke laut dan melakukan |

sosialisasi kepada karyawan terkait

Memperbaharui prosedur tanggap darurat

pengelolaan lumpur dan serbuk bor dan

melakukan sosialisasi ke karyawan terkait

Kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah ke

laut wajib menggunakan lumpur bor (fresh

mud) dengan ketentuan:

e« memiliki kandungan total hidrokarbon
poli aromatik kurang dari 0,001% (nol
koma nol nol satu persen); dan

e dalam hal dilakukan penambahan barite
ke dalam lumpur bor, harus memenuhi
ketentuan konsentrasi:

1) merkuri (Hg) dalam barite lebih kecil
dari 1 mg/kg (satu milligram per
kilogram) berat kering; dan/atau

2) cadmium (Cd) dalam barite lebih
kecil dari 3 mg/kg (tiga milligram per
kilogram) berat kering

Melakukan netralisasi dan penurunan

kadar racun Limbah yang akan dilakukan

Dumping (Pembuangan) Limbah melalui:

+ Pemisahan lumpur dan serbuk bor

e Pengujian Total Petroleum Hydrocarbon
(TPH) atau Ol on Cutting terhadap
serbuk dan Iumpur bor yang telah
dinetraiisasi atau pengurangan kadar
racun serta harus memenuhi baku mutu

Netralisasi dan
penurunan kadar
racun limbah,
pemisahan serbuk
dan lumpur bor,
daur ulang,
pencatatan
volume fumpur
dan serbuk bor
yang dibuang ke
laut, dan
pengaturan
pembuangan

- serbuk dan
lumpur bor
dilakukan di atas
Anjungan
Pengeboran (Rig)
Pembuangan
limbah lumpur
dan serbuk bor ke
laut di sekitar
lokasi pengeboran

can sewaktu
kegiatan
pengeboran
Kegiatan
netralisasi dan
penurunan kadar
racun limbah,
pemisahan serbuk
dan lumpur bor,
daur ulang,
pencatatan dan
pengaturan
pembuangan akan
dilakukan pada
saat kegiatan
pengeboran
Kegiatan
pembuangan
limbah lumpur
dan serbuk bor ke
laut akan
dilakukan sewaktu
dan setelah
kegiatan
pengeboran

No Dampak Lingkungan Sumber Dampak MM%WM mwamwmﬂﬁv%aﬁﬂm%m%b Bentuk Peneelolaan Lingkungan Hidu Lokasi Pengelolaan Periode Pengelolaan Institusi Pengelolaan
yang Dikelola p g Hidup grUng & grung p Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
Tahap Konstruksi
1 Penurunan kualitas Alternatif Konsentrasi TSS air laut Memperbaharui prosedur kegiatan Pembaharuan Pembaharuan Institusi Pelaksana:
air laut dilakukannya pada radius 500 meter dari pengeboran dan memberikan pelatihan prosedur dan prosedur, BP BERAU Ltd.
pembuangan lokasi kegiatan kepada karyawan yang terlibat dalam peltihan karyawan pelatihan
Lumpur dan pembuangan lumpur dan kegiatan pengeboran tentang elemen-elemen dilakukan di karyawan, dan uji Institusi Pengawas:
. Serbuk Bor ke Laut | serbuk bor memenuhi pengelolaan lingkungan dalam kegiatan kantor PAH lumpur bor 1. Kementerian Lingkungan
(Overboard Lamipiran VIII Peraturan pengeboran pemrakarsa dilakukan sebelum Hidup dan Kehutanan,

2. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanaharn Provinsi
Papua Barat

3. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni
untuk kegiatan yang
berlokasi di dalam wilayah
Kabupaten Teluk Bintuni,

4. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak untuk
kegiatan yang berlokasi di
dalam wilayah Kabupaten
Fakfak

Institusi Penerima Laporan:
1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,

2. Kementerian ESDM

3. Kementerian Perhubungan

4. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

5. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni,

6. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak,
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Dampak Lingkungan
yang Dikelola

Sumber Dampak

Indikator Keberhasilan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lokasi Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Periode Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Institusi Pengeblaan
Lingkungan Hidup

TPH sebesar < 5% (sampai tahun 2024)
atau sebesar 0% pada tahun 2025.
Memastikan kualitas limbah tidak
berpengaruh terhadap kelimpahan ikan dan
biota laut dengan melakukan:
¢ Pengujian LC50-96 jam sampel limbah
serbuk dan lumpur bor dan memenuhi
nilai > 30.000 ppm spp.
= Pengujian total konsentrasilogam berat
sampel limbah serbuk dan lumpur bor
dan memenuhi baku mutu sesuai
Persetujuan Teknis Dumping yang
diperoleh.
Jika menggunakan lumpur berbasis minyak
(Oil Based Mud), maka lumpur dan serbuk
bor tidak akan dibuang ke laut
Melakukan daur ulang lumpur sedapat
mungkin, misalnya menggunakan Solid
Control Unit
Melakukan kegiatan sesuai dengan
Persetujuan Dumping Limbah Lumpur dan
Serbuk Bor yang berlaku serta prosedur
terkait
Melakukan pencatatan volume lumpur dan
serbuk bor yang dibuang ke laut
Memperhatikan pemetaan batimetri di
lokasi pengeboran untuk penentuan
dilakukannya pembuangan lumpur dan
serbuk bor ke laut secara insitu ataupun
eksitu berdasarkan peraturan yang beriaku
Melakukan kajian modeling buangan serbuk
dan lumpur bor dari setiap tahapan
kegiatan pengeboran sesuai desain sumur

. Mengatur pembuangan lumpur dan serbuk

bor ke laut sedemikian hingga agar pada
radius 500 meter dari lokasi kegiatan
pembuangan lumpur dan serbuk bor, nilai
TSS telah memenuhi Lampiran VIII
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2021 dengan mempertimbangkan rona
lingkungan pada saat studi AMDAL 2014,
sesuai kajian modeling buangan serbuk dan
lumpur bor dari setiap tahapan kegiatan
pengeboran

Penurunan kualitas
air laut serta
penurunan
kelimpahan dan
keanekaragaman
biota perairan laut

Alternatif
dilakukannya Re-
injeksi Lumpur dan
Serbuk Bor ke
Formasi Bawah
Permukaan dari

Melakukan reinjeksi
Ilumpur dan serbuk bor
sesuai dengan Izin
Reinjeksi Lumpur dan
Serbuk Bor

. Memperbaharui prosedur kegiatan

pengeboran dan memberikan pelatihan
kepada karyawan yang terlibat dalam
kegiatan pengeboran tentang elemen-elemen
pengelolaan lingkungan dalam kegiatan
pengeboran

Pengajuan Izin
Reinjeksi Lumpur
dan Serbuk Bor
dilakukan
melalui kantor
pusat

Pengajuan Izin
dilakukan
sebelum kegiatan
pengeboran
Kegiatan Reinjeksi
lumpur dan

Institusi Pelaksana:
BP Berau Ltd.

Institusi Pengawas:
1. Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan
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. Indikator Keberhasilan . . o
No | PR DA™ | Sumberbampx | PengcliasLingiungan | Beni Pogeoaan i iy | Lolasibensblaan | Trode engllan | sl Pegeblon
pengeboran sumur . Memperbaharui prosedur pengelolaan pemrakarsa di serbuk bor akan 2. Dinas Lingkungan Hidup
pengembangan limbah lumpur dan serbuk bor dengan Jakarta dilakukan dan Pertanahan Provinsi
(produksi dan metode Re-injeksi dan melakukan sosialisasi Reinjeksi lumpur sewaktu dan Papua Barat
eksplorasi), sumur prosedur terhadap karyawan terkait dan serbuk bor di setelah kegiatan 3. Dinas Pertanahan dan
nfil dan workover Memperbaharui prosedur tanggap darurat lokasi pengeboran Lingkungan Hidup
sumur pengelolaan lumpur dan serbuk bor dengan pengeboran Kabupaten Teluk Bintuni
metode reinjeksi dan melakukan sosialisasi untuk kegiatan yang
kepada karyawan terkait berlokasi di dalam wilayah
. Memastikan bahwa zona penginjeksian tidak Kabupaten Teluk Bintuni,
4. Dinas Pertanahandan

pada zona akuifer air tawar

Hanya melakukan reinjeksi terhadap jenis
limbah sesuai dengan Izin Reinjeksi Lumpur
dan Serbuk Bor

Hanya melakukan reinjeksi pada sumur dan
formasi sesuai dengan Izin Reinjeksi Lumpur
dan Serbuk Bor

Melakukan pemodelan bawah permukaan
(subsurface modeling) untuk mengetahui
pela distribusi lumpur dan serbuk bor yang
diinjeksikan di dalam zona injeksi dan
persentase dari zona injeksi yang terisi
lumpur dan serbuk bor

. Melakukan pencatatan volume lumpur dan

serbuk bor yang di-injeksikan

Jika terdapat masalah teknis dengan proses
reinjeksi dan lumpur atau serbuk bor tidak
memenuhi ketentuan untuk opsi
Pembuangan ke Laut, maka lumpur dan
serbuk bor akan dikirim ke tempat
pengelolaan limbah berizin

Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak untuk
kegiatan yang berlokasi di
dalam wilayah Kabupaten
Fakfak

Institusi Penerima Laporan:

1.

Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

2. Kementerian ESDM
3
4. Dmas Lingkungan Hidup

Kementerian Perhubungan

dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

. Dinas Pertanahan dan

Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni,

. Dinas Pertanahan dan

Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak
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Dampak Lingkungan

Indikator Keberhasilan

Lokasi Pengelolaan

Periode Pengelolaan

Institusi Pengelolaan

No yang Dikelola Sumber Dampak wowmﬂoﬁ%awwﬁwcnmmb Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup Linglungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
5 Penurunan kualitas Kebisingan Meminimalkan potensi Pengeboran Sumur Gas Termasuk Area pengeboran Selama kegiatan Institusi Pelaksana:
air laut serta pengeboran Sumur | penurunan kelimpahan Pembuangan Lumpur dan Serbuk Bor sumur gas pengeboran sumur gas | BP Berau Ltd.

penurunan
kelimpahan dan
keanekaragaman
biota perairan laut
(termasuk mamalia
laut)

Gas dan
Pembuangan
lumpur dan serbuk
bor ke laut dari
sumur
pengembangan,
sumur infill dan
workover sumur

nekton dan
keanekaragaman mamalia
laut dibandingkan dengan
kondisi rona lingkungan
pada saat AMDAL

a. Memperbaharui prosedur perlindungan
mamalia laut dan melakukan sosialisasi
prosedur kepada karyawan terkait

b. Memperbaharui prosedur pengelolaan
limbah padat dan cair pada kegiatan
pengeboran dan melakukan sosialisasi
prosedur kepada karyawan terkait

c. Melakukan pengelolaan limbah padat dan
air limbah sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010,
MARPOL dan peraturan yang berlaku

d. Melakukan rencana pengelolaan dalam
kegiatan pembuangan lumpur dan serbuk
bor sesuai dengan AMDAL dan
Persetujuan Teknis Dumping Lumpur dan
Serbuk Bor

e. Menerapkan Panduan JNCC ketika
melakukan Vertical Seismic Profile (VSP)
pada saat pengeboran, melalui prosedur
sebagai berikut:

1) Melakukan observasi keberadaan
mamalia laut di sekitar radius 500 m
sclama 30 menit sebelum dimulainya
kegiatan VSP

2) Jika keberadaan mamalia laut terlihat
di radius 500 m, maka kegiatan
ditunda untuk memberikan waktu bagi
mamalia laut untuk menjauh

3) Menerapkan prosedur “Soft Start”

Institusi Pengawas:

1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

2. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

3. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni
untuk kegiatan yang
berlokasi di dalam wilayah
Kabupaten Teluk Bintuni,

4. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak untuk
kegiatan yang terlokasi di
dalam wilayah Kabupaten
Fakfak '

Institusi Penerima Lapcran:
1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,

2. Kementerian ESDM

3. Kementerian Perhubungan

4. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

5. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni,

6. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak.
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Dampak Lingkungan
yang Dikelola

Sumber Dampak

Indikator Keberhasilan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lokasi Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Periode Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Institusi Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Penurunan
kelimpahan dan
keanekaragaman
biota perairan laut

Kegiatan
Pemasangan
Anjungan Gas
Lepas Pantai

Meminimalkan potensi
penurunan kelimpahan
nekton dan
keanekaragaman mamalia
laut dibandingkan dengan
kondisi rona lingkungan
pada saat AMDAL

Pemasangan Anjungan Gas Lepas Pantai

Memperbaharui prosedur perlindungan
mamalia Jaut dan melakukan sosialisasi
prosedur kepada karyawan terkait
Memperbaharui prosedur pengelolaan
limbah padat dan cair untuk kegiatan
pemasangan anjungan gas lepas pantai
dan melakukan sosialisasi prosedur
kepada karyawan terkait

Melakukan pemeliharaan rutin terhadap
mesin/peralatan sesuai dengan jadwal
yang ditentukan untuk memastikan
bahwa mesin/peralatan tersebut bekerja
secara efisien

Melakukan pengelolaan limbah padat dan
cair sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2010 dan MARPOL serta
peraturan yang berlaku. Pengelolaan
limbah padat dan cair secara terinci
dibahas pada RKL tentang penurunan
kualitas air laut

Area konstruksi
pemasangan
Anjungan Gas Lepas
Pantai

Selama kegiatan
pemasangan Anjungan
Gas Lepas Pantai

Institusi Pelaksana:
BP Berau Ltd.

Institusi Pengawas:

il

2.

Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

. Dinas Pertanahan dan

Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni
untuk kegiatan yang
berlokasi di dalam wilayah
Kabupaten Teluk Bintuni,

. Dinas Pertanahan dan

Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak untuk
kegiatan yang berlokasi di
dalam wilayah Kabupaten
Fakfak

Institusi Penerima Laporan:

1.

Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

2. Kementerian ESDM
38
4. Dinas Lingkungan Hidup

Kementerian Perhubungan

dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni,
Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak.
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Dampak Lingkungan

Indikator Keberhasilan

Lokasi Pengelolaan

Periode Pengelolaan

Institusi Pengelolaan

No yang Dikelola Sumber Dampak wmdm&oﬂmM%QWmecwﬁmb Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
5 Kenaikan Tingkat Kegiatan Tingkat kebisingan Menggunakan peralatan yang sudah a. Lokasi kegiatan Selama kegiatan Institusi Pelaksana:
Kebisingan Pekerjaan memenuhi baku mutu diinspeksi dan sertifikasi sesuai dengan Pekerjaan Tanah Pekerjaan Tanah BP Berau Ltd.
Tanah yang sesuai Keputusan Menteri peraturan yang berlaku b. Area konstruksi Selama kegiatan
meliputi Negara Lingkungan Hidup Melakukan pemeliharaan rutin terhadap kilang LNG dan konstruksi kilang Institusi Pengawas:
Pembukaan Nomor Kep- mesin/peralatan sesuai dengan jadwal yang fasilitas LNG dan fasilitas 1. Kementerian Lingkungan
Lahan dan 48 /MENLH/11/1996 ditentukan untuk memastikan bahwa pendukungnya pendukungnya Hidup dan Kehutanan
Penyiapan tentang Baku Tingkat mesin/peralatan tersebut bekerja secara 2. Dinas Lingkungan Hidup
Tapak Kebisingan dan General efisien dan Pertanahan Provinsi
termasuk EHS Guidelines 2007 di Hanya melakukan pembukaan lahan di Papua Barat
penggalian dan | lokasi pagar properti area yang direncanakan 3. Dinas Pertanahan dan
pengurukan Tangguh (Perimeter Fence) Area hutan yang tidak termasuk area Lingkungan Hidup
Konstruksi pembukaan lahan akan tetap Kabupaten Teluk Bintuni
Kilang LNG dipertahankan dan berfungsi sebagai Area untuk kegiatan yang
dan fasilitas Penyangga (buffer zone) penahan (barrier) berlokasi di dalam wilayah
pendukungnya kebisingan Kabupaten Teluk Bintuni,

4. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak untuk
kegiatan yang berlokasi di
dalam wilayah Kabupaten
Fakfak

Institusi Penerima Laporan:
1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
Kementerian ESDM
Kementerian Perhubungan
. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat
5. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni,
6. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak
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. Indikator Keberhasilan ]
Dampak Lingkungan . . . Lokasi Pengelolaan Periode Pengelolaan Institusi Pengelolaan
No ; Sumber D 2 <
yang Dikelola umber Dampak woum&oﬁmmwmwﬂmwcdwmb Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
6 Perubahan hidrologi Kegiatan Pekerjaan | Perubahan hidrologi alami a. Membuat peta rencana Pekerjaan Tanah Lokasi kegiatan Selama kegiatan Institusi Pelaksana:
alami mencakup Tanah yang minimum (Earth Work) yang menyediakan informasi Pekerjaan Tanah Pekerjaan Tanah BP Berau Ltd.
kenaikan air meliputi tentang:

limpasan
permukaan,
perubahan pola
drainase, perubahan
morfologi anak
sungai dan kenaikan
laju aliran anak
sungai

Pembukaan Lahan,
dan Penyiapan
Tapak termasuk
penggalian dan
pengurukan

1) Rencana pembukaan lahan

2) Rencana penggalian dan penimbunan
lahan termasuk jumlah tanah yang
digali dan ditimbun

3) Topografi awal dan akhir dari penyiapan
tapak

4) Pola drainase alami dan rencana
pengelolaan drainase selama kegiatan
Pekerjaan Tanah termasuk
pengendalian erosi

. Melakukan pembukaan lahan dan penyiapan

tapak hanya pada area yang telah
direncanakan

. Mempertahankan daerah sempadan sungai

sekurang-kurangnya 100 meter pada sungai
besar dan sekurang-kurangnya 50 meter
pada sungai kecil sesuai dengan peraturan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011

. Meminimalkan perubahan pola arus alami

terhadap anak sungai musiman (Ephemeral)

. Apabila Pekerjaan Tanal tidak dapat

dihindarkan pada anak sungai tersebut,
maka akan dilakukan pemasangan gorong-
gorong, pembuatan jembatan, drainase
buatan atau metode yang lain

Memastikan bahwa gorong-gorong,
jembatan, drainase atau fasilitas yang lain
dapat menampung debit anak sungai/sungai
pada kondisi maksimum (peak).

. Merancang pola drainase pada area

terganggu untuk mengalirkan limpasan air
permukaan ke aliran alami.

. Membangun kolam sedimentasi di bagian

hilir area terganggu sebelum ke badan air
penerima untuk meminimalkan dampak.
Membangun fasilitas-fasilitas yang bertujuan
mengurangi laju alir air limpasan, sehingga
meminimalkan perubahan morfologi sungai
Melakukan upaya penanaman
(rumput/tanaman rambat) pada area
bukaan yang belum akan digunakan untuk
kegiatan konstruksi dalam periode minimal 3
bulan. Tanaman yang digunakan
menggunakan tanaman lokal Papua

Institusi Pengawas:

1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

2. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

3. Dinas Pertanahandan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni
untuk kegiatan yang
berlokasi di dalam wilayah
Kabupaten Teluk Bintuni,

4. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak untuk
kegiatan yang berlokasi di
dalam wilayah Kabupaten
Fakfak

Institusi Penerima Laporan:
1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,

2. Direktorat Jenderal Minyak
dan Gas Bumi

3. Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut.

4. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

S. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni,

6. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak
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Dampak Lingkungan

Indikator Keberhasilan

Lokasi Pengelolaan

Periode Pengelolaan

Institusi Pengellaan

No yang Dikelola Sumber Dampak wQSWQSmMMMWmeCBmmb Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
7 Peningkatan erosi Kegiatan Pekerjaan Meminimalkan terjadinya Menyusun rencana kegiatan pembukaan a. Lokasi kegiatan Selama kegiatan Institusi Pelaksana:

tanah dan potensi Tanah yang erosi tanah dan lahan dan penyiapan tapak dengan Pekerjaan Tanah | Pekerjaan Tanah BP Berau Ltd.

penurunan kualitas meliputi konsentrasi TSS pada air mempertimbangkan faktor penanggulangan | b. Lokasi yang

air permukaan Pembukaan Lahan, permukaan sesuai erosi mempunyai Institusi Pengawas:

akibat kenaikan dan Penyiapan dengan Peraturan Kegiatan Pekerjaan Tanah akan dimulai potensi 1. Kementerian Lingkungan

konsentrasi TSS

Tapak termasuk
penggalian dan
pengurukan

Pemerintah Nomor 22
Tahun 2021 dengan
mempertimbangkan rona
lingkungan pada saat
AMDAL

setelah fasilitas utama pengendalian erosi

dan sedimentasi tersedia

Mengatur pola drainase dan pengendalian

sedimen, dengan cara:

1) Membuat pengaliran air secara
sementara atau permanen dan
membangun tanggul serta saluran air

2) Memastikan saluran air dan/atau anak
sungai tidak tertutup

3) Menyediakan Dinding Penahan dengan
rasio kemiringan dinding lebih dari 2:1

4) Melakukan pemasangan jute net atau
penanaman tanaman rambat untuk
menjaga kestabilan dinding,
khususnya pada area yang memiliki
rasio kemiringan dinding lebih dari 3 :
1 atau ketinggian dinding/lereng
melebihi 3 meter

5) Pemasangan Sediment Trap di
beberapa lokasi drainase

6) Penyediaan Kolam Sedimen pada
bagian hilir drainase sebelum masuk
ke badan air penerima

7) Melakukan pembersihan sedimen yang
terperangkap di Sediment Trap dan
Kolam Sedimen secara rutin

8) Volume kolam sedimen harus mampu
mengendalikan TSS pada kondisi
hujan tertinggi (jam)

9) Jika volume kolam sedimen tidak
efektif, maka perlu dilakukan upaya
pengendalian lain

10) Melakukan upaya penanaman
(rumput/tanaman rambat) pada area
bukaan yang belum akan digunakan
untuk kegiatan konstruksi dalam
periode minimal 3 bulan. Tanaman
yang digunakan menggunakan
tanaman lokal Papua

Melakukan inspeksi rutin terhadap fasilitas

pengendalian erosi dan sedimentasi untuk

memastikan bahwa fasilitas tersebut
berfungsi maksimal, khususnya setelah
hujan

terjadinya erosi

Hidup dan Kehutanan

2. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat.

3. Dinas Pertanahandan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni
untuk kegiatan yang
berlokasi di dalam wilayah
Kabupaten Teluk Bintuni,

4. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfakuntuk
kegiatan vang berlkasi di
dalam wilayah Kabupaten
Fakfak

Institusi Penerima Laporar:
1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,

2. Direktorat Jenderal Minyak
dan Gas Bumi

3. Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut

4. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

5. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni,

6. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak




9.

Dampak Lingkungan
yang Dikelola

Sumber Dampak

Indikator Keberhasilan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lokasi Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Periode Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Institusi Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Perubahan
geohidrologi alami
yang mempunyai
potensi gangguan
terhadap sumur air
penduduk dan
penurunan
permukaan tanah

Penyediaan sumber
air dari alternatif
pengambilan air
tanah dalam

Memastikan volume air
tanah yang diambil
adalah optimum yield
sesuai dengan hasil
uji pompa (pumping
test) dan izin
pengambilan air tanah
Meminimalkan
dampak terhadap
ketersediaan air tanah
milik masyarakat di
Tanah Merah dan
Saengga dengan
meminimalkan potensi
terjadinya intrusi air
laut (TDS < 1000
mg/L); dan
Meminimalkan potensi
terjadinya penurunan
permukaan tanah (< 5
cm) terkait
pengambilan air tanah
untuk jangka panjang.

Sumur air produksi akan didesain untuk
mengambil air tanah dari akuifer di
kedalaman 300 - 400 m supaya tidak
mengganggu air tanah dangkal yang
biasanya digunakan sebagai sumber air
tanah bagi penduduk di kampung Tanah
Merah Baru dan Saengga.

Pengambilan air tanah untuk keperluan
Tangguh LNG akan dibatasi pada akuifer
air tanah dalam >150m. Akuifer air tanah
pada kedalaman di atas 150 meter akan
diproteksi dengan pemasangan casing baja.
Volume pengambilan/pemompaan air
tanah ditentukan berdasarkan hasil uji
pemompaan air tanah (pumping test) yang
disaksikan oleh instansi pemerintah terkait
(KLHK) dan berdasarkan izin penggunaan
air tanah sesuai dengan peraturan terkait
Mengukur muka air tanah dari sumur air
penduduk di desa Tanah Merah dan
Saenggga sebagai informasi rona
lingkungan

Memasang sumur pantau air tanah pada
kedalaman 150 m yang berlokasi diantara
sumur air tanah produksi Tangguh LNG
dan sumur air tanah penduduk untuk
memantau potensi penurunanan level air
tanah dari kegiatan penggunaan air tanah
Memasang sumiur pantau air tanah pada
kedalaman 150 — 400 m untuk memantau
potensi migrasi air laut

Memasang stasiun pengamatan penurunan
permukaan tanah di sekitar lokasi sumur
air tanah produksi

Memperbaharui pemodelan numerik
berdasarkan data baru dari sumur test
produksi dengan kedalaman 400m dan
sumur pemantauan di dekatnya pada
kedalaman 150m (Test pemompaan selama
10 hari) untuk memverifikasi laju alir
pemompaan, parameter aquifer lainnya,
pengaruh potensi dari adanya patahan dan
salinitas dari aquifer sampai kedalaman
400m

Lokasi dari sumur-sumur produksi yang
diusulkan, sumur-sumur pemantauan dan
rancangan sumur akan ditentukan
berdasarkan hasil pemodelan

Pada akhir tahap konstruksi, pemodelan
numerik dalam AMDAL akan dikalibrasi

a.

Sumur produksi
air tanah
Tangguh LNG
Sumur pantau
air tanah

Selama penggunaan air
tanah untuk
kebutuhan konstruksi

Institusi Pelaksana:
BP Berau Ltd.

Institusi Pengawas:

1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

2. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

3. Dinas Pertanahandan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni
untuk kegiatan yang
berlokasi di dalam wilayah
Kabupaten Teluk Bintuni

4. Dinas Pertanahandan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak untuk
kegiatan yang berlokasi di
dalam wilayah Kabupaten
Fakfak

Institusi Penerima Laporan:
1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,

2. Direktorat Jenderal Minyak
dan Gas Bumi

3. Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut.

4. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

5. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni,

6. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak
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Dampak Lingkungan
yang Dikelola

Sumber Dampak

Indikator Keberhasilan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lokasi Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Periode Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Institusi Pengeblaan
Lingkungan Hidup

ulang menggunakan data pemantauan dan
pengambilan/pemompaan air tanah selama
tahap konstruksi

Menggunakan material lumpur Water
Based Mud (WBM) yang tidak mengandung
bahan beracun (non toxic) dalam kegiatan
pengeboran sumur air tanah dan sumur
pantau. Lumpur bor akan diuji TCLP dan
LD50 terlebih dahulu sebelum digunakan
Sisa lumpur dan serbuk bor dari kegiatan
pengeboran sumur air tanah) akan dibuang
di Landfill non B3 di lokasi Tangguh LNG
atau ditimbun dalam lubang yang dibuat di
sekitar lokasi pengeboran. Jika ditimbun di
sekitar lokasi pengeboran, timbunan akan
ditutup dan direvegetasi sctelah kegiatan
pengeboran sumur air tanah selesai
dilakukan

Langkah-langkah mitigasi akan
dilaksanakan untuk menghindari intrusi air
laut seperti pengurangan
pengambilan/pemompaan dari sumur air
tanah produksi di area dekat pantai, atau
membuat sumur air tanah produksi
tambahan lebih jauh ke arah selatan
berdekatan dengan pagar Tangguh LNG
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Dampak Lingkungan

Indikator Keberhasilan

Lokasi Pengelolaan

Periode Pengelolaan

Institusi Pengelolaan

No yang Dikelola Sumber Dampak wosmmHonM%&WWWWCSmmB Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
9 Perubahan Kondisi Pembukaan Melaksanakan Memperbaharui prosedur pembukaan a. Area Pembukaan Selama kegiatan Institusi Pelaksana:
Flora dan Fauna Lahan pembukaan lahan lahan dan pemotongan pohon dan Lahan Pembukaan Lahan | BP Berau Ltd.
Terestial Konstruksi sesuai dengan yang melakukan pelatihan dan sosialisai b. Area Konstruksi Selama kegiatan
Kilang LNG direncanakan sehingga prosedur kepada karyawan terkait Kilang LNG dan Konstruksi Kilang | Institusi Pengawas:
dan fasilitas meminimalkan Meminimalkan pembukaan lahan, dengan Fasilitas LNG dan Fasilitas 1. Kementerian Lingkungan
pendukungnya gangguan terhadap hanya melakukan pembukaan lahan pada Pendukungnya Pendukungnya Hidup dan Kehutanan,

kondisi flora terrestrial
Gangguan terhadap
flora dan fauna
terestial minimal

area yang direncanakan

Menerapkan kebijakan pelarangan

penggunaan api untuk kegiatan

pembersihan lahan

Menerapkan teknik reduced impact logging

untuk mengurangi dampak dari

penebangan pohon:

1) Menyusun rencana Skid Trail dan Log
Landing, hindari area penyangga dan
area kemiringan lebih dari 50%

2) Menkonstruksi Skid Trail dan Log
Landing sesuai dengan rencana

3) Memotong tanaman rambat

4) Pemotongan kayu sesuai dengan Skid
Trail

5) Pencacahan limbah kayu

Mempertahankan area hutan yang tidak

direncanakan dibuka sebagai buffer zone

Melakukan kegiatan penanaman kembali

pada area bukaan yang tidak digunakan

untuk fasilitas permanen dan akses
konstruksi. Tanaman yang digunakan
menggunakan tanaman lokal Papua

Menerapkan kebijakan dilarang

mengganggu, membawa keluar dan masuk

flora dan fauna dari dan ke dalam daerah

Tangguh

Menerapkan kebijakan dilarang berburu

dan memancing di area Tangguh

Memasang rambu-rambu keberadaan dan

perlintasan satwa liar, terutama yang

termasuk kategori satwa dilindungi dan
langka

Memasang pagar dan rambu-rambu untuk

mencegah terjadinya gangguan satwa liar

terhadap karyawan dan instalasi proyek

2. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

3. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni
untuk kegiatan yang
berlokasi di dalam wilayah
Kabupaten Teluk Bintuni,

4. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak untuk
kegiatan yang berlokasi di
dalam wilayah Kabupaten
Fakfak, dan

Institusi Penerima Laporai:
1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,

2. Direktorat Jenderal Minyak
dan Gas Bumi

3. Direktorat Jencderal
Perhubungan Laut

4. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

5. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni,

6. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak




- 12 -

No

Dampak Lingkungan
yang Dikelola

Sumber Dampak

Indikator Keberhasilan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lokasi Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Periode Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Institusi Pengelolaan
Lingkungan Hidup

10

Penurunan
kelimpahan benthos

Pengerukan
Material keruk
untuk kegiatan
konstruksi
Terminal Khusus

Meminimalkan potensi
penurunan kelimpahan dan
keanekaragaman benthos
dibandingkan dengan rona
lingkungan pada saat
AMDAL

Memperbaharui prosedur pengerukan
sesuai dengan skenario di ANDAL dan
melakukan pelatihan/sosialisasi kepada
karyawan terkait.

Melakukan pengerukan hanya pada lokasi
yang direncanakan

Menggunakan pengeruk yang sesuai untuk
meminimalisir lamanya waktu terjadinya
dampak.

Melakukan tindakan korektif jika didapati
dari hasil pemantauan bahwa sebaran TSS
tidak sesuai dengan simulasi dalam kajian
ANDAL

Area Pengerukan di
sekitar Terminal
Khusus, termasuk
untuk jalur
pelayarannya

Selama kegiatan
Pengerukan Material
Keruk untuk kegiatan
konstruksi Terminal
Khusus

Institusi Pelaksana:
BP Berau Ltd.

Institusi Pengawas:

1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

2. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

3. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni
untuk kegiatan yang
berlokasi di dalam wilayah
Kabupaten Teluk Bintuni,

4. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak untuk
kegiatan yang berlokasi di
dalam wilayah Kabupaten
Fakfak

Institusi Penerima Laporan:
1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,

2. Direktorat Jenderal Minyak
dan Gas Bumti

3. Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut

4. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

5. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni,

6. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak
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Dampak Lingkungan
yang Dikelola

Sumber Dampak

Indikator Keberhasilan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lokasi Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Periode Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Institusi Pengelolaan
Lingkungan Hidup

11

Gangguan terhadap
mamalia laut

Transportasi Laut
untuk Tenaga
Kerja, Peralatan
dan Material pada
kegiatan
konstruksi:

a. Ekploitasi Gas,
mencakup
anjungan gas
dan pengeboran
sumur gas,
sumur infill dan
workover

b. Kilang LNG dan
fasilitas
pendukungnya

c. Terminal
Khusus

Meminimalkan potensi
gangguan mamalia laut
dibandingkan dengan
kondisi rona lingkungan
pada saat AMDAL

Melakukan pembaharuan prosedur
perlindungan mamalia laut dan melakukan
sosialisasi prosedur kepada karyawan
terkait dan awak kapal

Memperbaharui prosedur pengelolaan
limbah padat dan cair pada kegiatan
transportasi laut dan melakukan sosialisasi
prosedur kepada karyawan terkait
Memperbaharui prosedur penanggulangan
keadaan darurat pencemaran di kapal dan
dilakukan pelatihan ke awak kapal
Menyediakan fasilitas penanggulangan
keadaan darurat di kapal sesuai dengan
prosedur yang disusun

Menerapkan kebijakan dilarang memancing
Melakukan pemeliharaan rutin terhadap
mesin/peralatan sesuai dengan jadwal yang
ditentukan untuk memastikan bahwa
mesin/peralatan tersebut bekerja d secara
efisien

Mengutamakan jalur transportasi laut di
area yang lebih dalam (>12 m) pada saat
kondisi laut tenang

Mengurangi laju kapal jika dekat dengan
mamalia laut, sampai mamalia laut
tersebut menjauh

Melakukan pengelolaan limbah padat dan
air limbah sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Noraor 21 Tahun 2010 dan
MARPOL serta peraturan yang berlaku.
Pengelolaan limbah padat dan cair secara
terinci tersedia di bahasan RKL tentang
penurunan kualitas air laut

Mengelola air balas sesuai dengan PP
21/2010 dan MARPOL. Penggantian air
balas diantisipasi tidak akan banyak terjadi
karena sebagian besar kapal akan tiba di
Tangguh LNG dalam kondisi bermuatan.
Mencatat penggantian air balas (tanggal,
lokasi, volume dan nama kapal)

Jalur Transportasi
laut pada tahap
konstruksi dari
daerah Fasilitas
Terminal Khusus
Tangguh LNG ke
lokasi konstruksi dan
lokasi pengeboran
sumur gas sampai
muara teluk Bintuni

Selama kegiatan
transportasi laut untuk
mendukung kegiatan
konstruksi:

a. Ekploitasi Gas,
mencakup
anjungan gas dan
pengeboran
sumur gas

b. Kilang LNG dan
fasilitas
pendukungnya

c. Terminal Khusus

Institusi Pelaksana:
BP Berau Ltd.

Institusi Pengawas:

1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,

2. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

3. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni
untuk kegiatan yang
berlokasi di dalam wilayah
Kabupaten Teluk Bintuni,

4. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak untuk
kegiatan yang berlokasi di
dalam wilayah Kabupaten
Fakfak

Institusi Penerima Laporan:
1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,

2. Direktorat Jenderal Minyak
dan Gas Bumi

3. Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut

4. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

5. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni,

6. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak
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. Indikator Keberhasilan A : r—
Dampak Lingkungan . . . 2
No %Mbm Ommw H%wmm Sumber Dampak vQSWQSWMﬂQWWWWCDmmb Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup WWAMMWMMMMAWWWMW WWMMMMMMM%NMWM HSW%WWMHWM%MWMMB
12 Ketenagakerjaan Kesempatan kerja | a. Adanya strategi a. Kontraktor akan mempekerjakan pekerja di Kampung-kampung Selama tahap Institusi Pelaksana:
selama tahap penerimaan dan tingkat unskilled / low skilled dalam jumlah terdekat dengan konstruksi BP Berau Ltd.
konstruksi pelepasan tenaga kerja terbatas, untuk bekerja sebagai tim lokasi anjungan- pengangkutan dan
Eksploitasi Gas untuk tahap konstruksi Community Relation yang diprioritaskan anjungan pemasangan Institusi Pengawas:
(termasuk b. Tercapainya prosentase kepada masyarakat asli di Teluk Bintuni dan anjungan gas lepas 1. Kementerian Lingkungan
pengeboran target ketenagakerjaan Fakfak pantai Hidup dan Kehutanan,
sumur sesuai dengan tabel b. Kontraktor melakukan penerimaan tenaga 2. Dinas Tenaga Kerja dan
pengembangan, ketenagakerjaan kaerja dengan memberikan prioritas kepada Transmigrasi Papua Barat

sumur infill dan
workover) yang
disebabkan oleh
kegiatan
rekrutmen dan
mobilisasi tenaga
kerja

c. Setelah berakhirnya
kontrak pekerja
menerima hak-haknya
dan dikembalikan ke
lokasi-lokasi
penerimaannya

masyarakat asli setempat, Bintuni dan
Fakfak, Papua Barat, Papua, dan Nasional.

c. Setelah berakhirnya kontrak kerja para
pekerja, maka kontraktor akan
memulangkan para pekerja tim Community
Relation ke lokasi penerimaanya

3. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

4. Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Teluk Bintuni
dan Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni
untuk kegiatan yang
berlokasi di dalam wilayah
Kabupaten Teluk Bintuni,

5. Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Fakfak dan
Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfax untuk
kegiatan yang berlokasi di
dalam wilayah Kabupaten
Fakfak

Institusi Penerima Laporan:
1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,
2. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

3. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni,

4. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak
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No

Dampak
Lingkungan yang
Dikelola

Sumber Dampak

Indikator Keberhasilan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lokasi Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Periode Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Institusi Pengelolaan
Lingkungan Hidup

13

Ketenagakerjaan

Kesempatan kerja
selama Tahap
Konstruksi
Transmisi Gas

a. Adanya strategi
penerimaan dan
pelepasan tenaga kerja
untuk tahap konstruksi

b. Tercapainya prosentase
target
ketenagakerjaansesuai
dengan tabel
ketenagakerjaan

c. Setelah berakhirnya

kontrak pekerja
menerima hak-haknya
dan dikembalikan ke
lokasi-lokasi
penerimaannya

a. Kontraktor akan mempekerjakan pekerja di

tingkat unskilled / low skilled dalam jumlah
terbatas, untuk bekerja sebagai tim
Community Relation yang diprioritaskan
kepada masyarakat asli di Teluk Bintuni dan
Fakfak.

. Kontraktor melakukan penerimaan tenaga

kerja dengan memberikan prioritas kepada
masyarakat asli setempat, Bintuni dan
Fakfak, Papua Barat, Papua, dan Nasional.
Setelah berakhirnya kontrak kerja para
pekerja, maka kontraktor akan
memulangkan para pekerja yang berasal dari
Indonesia ke lokasi penerimaanya

Kampung-kampung
terdekat dengan
lokasi pemasangan
pipa bawah laut

Tahap Konstruksi
Transmisi Gas

Institusi Pelaksana:
BP Berau Ltd.

Institusi Pengawas:

1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,

2. Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Papua Barat

3. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

4. Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Teluk Bintuni,

5. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni
untuk kegiatan yang
berlokasi di dalam wilayah
Kabupaten Teluk Bintuni,

6. Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Fakfak

7. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak untuk
kegiatan yang berlokasi di
dalam wilayah Kabupaten
Fakfak

Institusi Penerima Laporan:
1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,
2. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

3. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni,

4. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak
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Dampak Indikator Keberhasilan Lokasi P ol Periode P lol Institusi P Jol
No Lingkungan yang Sumber Dampak Pengelolaan Lingkungan Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup rm.v asi renge.olaan N o . obmow e
Dikelola Hidup ingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
14 Ketenagakerjaan Kesempatan kerja a. Adanya strategi . Kontraktor akan membangun strategi a. Kampung- Tahap Konstruksi Institusi Pelaksana:
bagi masyarakat penerimaan dan penerimaan tenaga kerja untuk: masyarakat kampung Kilang LNG BP Berau Ltd.
asli dan lokal pelepasan tenaga kerja asli, Bintuni-Fakfak, Papua Barat, dan masyarakat asli di
selama Tahap untuk tahap konstruksi Papua, serta Nasional. sekitar Tangguh Institusi Pengawas:
Konstruksi Kilang b. Tercapainya prosentase . Kontraktor melakukan penerimaan tenaga LNG 1. Kementerian Lingkungan
LNG yang target ketenagakerjaan kaerja dengan memberikan prioritas kepada b. Kota Bintuni- Hidup dan Kehutanan,
disebabkan oleh sesuai dengan tabel masyarakat asli setempat, Bintuni dan Fakfak 2. Dinas Tenaga Kerja dan
kegiatan ketenagakerjaan Fakfak, Papua Barat, Papua, dan Nasional. c. Kota Manokwari Transmigrasi Papua Barat

rekrutmen dan
mobilisasi tenaga
kerja

c. Adanya kegiatan

pengembangan bagi
masyarakat asli yang
ikut di dalam kegiatan
konstruksi agar
mendapatkan
kesempatan untuk
bergabung di tahap
operasi

d. Setelah berakhirnya

kontrak pekerja
menerima hak-haknya
dan dikembalikan ke
lokasi-lokasi
penerimaannya

Kontraktor mengembangkan karyawan asli
Papua agar dapat meningkatkan
kemampuan dengan memberikan
kesempatan bagi mereka untuk mengikuti
pelatihan

. Setelah berakhirnya kontrak kerja para

pekerja, maka kontraktor akan
memulangkan para pekerja ke lokasi
penerimaanya

d. Kota Jakarta

3. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

4. Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Teluk Bintuni,

5. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni
untuk kegiatan yang
berlokasi di dalam wilayah
Kabupaten Teluk Bintuni,

6. Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Fakfak,

7. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak untuk
kegiatan yang berlokasi di
dalam wilayah Kabupaten
Fakfak,

Institusi Penerima Laporan:

1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,

2. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

3. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni,

4. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak
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No

Dampak
Lingkungan yang
Dikelola

Sumber Dampak

Indikator Keberhasilan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lokasi Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Periode Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Institusi Pengelolaan
Lingkungan Hidup

15

Perubahan
Pertumbuhan
Bisnis Lokal

Peluang bisnis
yang disebabkan
oleh kegiatan
rekrutmen dan
mobilisasi tenaga
kerja selama
tahap:

a. pengangkutan
dan
pemasangan
anjungan-
anjungan

b. konstruksi
Kilang LNG

Terserapnya produk-
produk lokal dari sektor
pertanian dan perikanan,
adanya pencatatan produk-
produk lokal pertanian dan
perikanan yang terserap
dari kampung-kampung
terdekat dengan kegiatan
proyek

Mengoptimalkan penyerapan produk-produk
lokal dari sektor pertanian dan perikanan

a. Kampung-

kampung
terdekat dengan
lokasi anjungan-
anjungan

. Kampung-
kampung di
wilayah sekitar
kegiatan
konstruksi Kilang
LNG

a. Selama tahap
konstruksi
pengangkutan dan
pemasangan
anjungan gas
lepas pantai

b. Tahap Konstruksi
Kilang LNG

Institusi Pelaksana:
BP Berau Ltd.

Institusi Pengawas:

1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,

2. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

3. Dinas Pertanahandan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni
untuk kegiatan yang
berlokasi di dalam wilayah
Kabupaten Teluk Bintuni,

4. Dinas Pertanahandan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak untuk
kegiatan yang berlokasi di
dalam wilayah Kabupaten
Fakfak.

Institusi Penerima Laporan:
1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,

2. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

3. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni,

4. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak
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16 Gangguan Penerapan zona . Catatan konsultasi . Melakukan konsultasi kepada masyarakat a. Kampung Selama tahap Institusi Pelaksana:
Kegiatan terbatas dan zona dengan masyarakat lokal dan nelayan lokal terkait dengan Weriagar; konstruksi BP Berau Ltd.
Perikanan dan terlarang di lokal dan nelayan lokal kegiatan pembangunan anjungan dan b. Kampung pengangkutan dan
Aksesibilitas sekitar kegiatan . Diimplementasikannya transportasi laut Weriagar Baru; pemasangan Institusi Pengawas:
Transportasi Laut pengangkutan program pemulihan . Khusus kegiatan pemasangan anjungan c. Kampung anjungan gas lepas 1. Kementerian Lingkungan
dan pemasangan pendapatan bagi WDA, maka akan dijalankan program Mogotira; pantai Hidup dan Kehutanan
anjungan nelayan lokal yang diversifikasi mata pencaharian dan d. Kampung 2. Dinas Lingkungan Hidup
melakukan kegiatan pemulihan pendapatan bagi para nelayan Weriagar Selatan; dan Pertanahan Provinsi
perikanan di wilayah lokal yang melakukan kegiatan perikanan di | ¢ Kampung Papua Barat
sekitar WDA wilayah sekitar anjungan WDA Weriagar Utara; 3. Dinas Pertanahandan
- Terpasangnya rambu . Memasang rambu laut di sekitar kegiatan dan Kampung Lingkungan Hidup
laut dan tercantumnya . Melakukan koordinasi dengan Syahbandar Tuanaikin Kabupaten Teluk Bintuni
jalur transportasi laut Bintuni dan Babo, dan/atau Kokas f.  Dusun Magarina untuk kegiatan yang
dalam alur pelayaran i ] g. Kantor berlokasi di dalam wilayah
nasional Kesyahbandaran Kabupaten Teluk Bintuni
. Adanya surat di Kota Bintuni, 4. Dinas Pertanahan dan
pemberitahuan kegiatan Babo dan/atau Lingkungan Hidup
kepada Syahbandar Kokas Kabupaten Fakfak untuk
Bintuni, dan Babo, kegiatan yang berlokasi di
dan/atau Kokas dalam wilayah Kabupaten
Fakfak
5. Kantor Kesyahbandaran
Teluk Bintuni
6. Kantor Kesyabandaran Babo
dan
7. Kantor Kesyahbandaran

Kokas.

Institusi Penerima Laporan:

1.

2.

3.

Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,
Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut
Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

. Dinas Pertanahan dan

Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni,

. Dinas Pertanahan dan

Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak
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Dampak
Lingkungan yang
Dikelola

Sumber Dampak

Indikator Keberhasilan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lokasi Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Periode Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Institusi Pengelolaan
Lingkungan Hidup

17

Gangguan Kegiatan
Perikanan dan
Aksesibilitas
Transportasi Laut

Transportasi laut
dan pemasangan
pipa bawah laut
termasuk
pembuatan parit
dan penimbunan
batu

a. Catatan konsultasi
dengan masyarakat
lokal dan nelayan lokal

b. Diimplementasikannya
program pemulihan
pendapatan bagi
nelayan lokal yang
terkena dampak

c. Terpasangnya rambu
laut

d. Tercantumnya jalur
transportasi laut dalam
alur pelayaran nasional

e. Adanya surat
pemberitahuan kegiatan
kepada Syahbandar
Bintuni, dan Babo,
dan/atau Kokas

. Melakukan konsultasi kepada masyarakat

lokal dan nelayan lokal terkait dengan
kegiatan pemasangan pipa bawah laut,
termasuk pembuatan parit dan penimbunan
batuan, serta kegiatan transportasi laut

. Menjalankan program diversifikasi mata

pencaharian dan pemulihan pendapatan
bagi para nelayan lokal yang terkena
dampak

Memasang rambu laut di sekitar kegiatan

. Melakukan koordinasi dengan Syahbandar

Bintuni dan Babo, dan/atau Kokas.

a. Kampung-
kampung terdekat
dengan lokasi
kegiatan
pemasangan pipa
bawah laut

b. Kantor
Kesyahbandaran
di Kota Bintuni,
Babo dan/atau
Kokas

c. Perairan-perairan
di sekitar zona
eksklusif Tangguh
LNG dan jalur
transportasi laut

Tahap Konstruksi
Transmisi Gas

Institusi Pelaksana:
BP Berau Ltd.

Institusi Pengawas:

1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,

2. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

3. Dinas Pertanahandan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni
untuk kegiatan yang
berlokasi di dalamwilayah
Kabupaten Teluk Bintuni,

4. Dinas Pertanahandan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfakuntuk
kegiatan yang berlokasi di
dalam wilayah Kabupaten
Fakfak,

5. Kantor Kesyahbandaran
Teluk Bintuni,

6. Kantor Kesyabandaran Babo
dan

7. Kantor Kesyahbandaran
Kokas.

Institusi Penerima Laporan:
1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,

2. Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut

3. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

4. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni,

5. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak
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18 @mbmmcmb Kegiatan | Kegiatan a. Catatan konsultasi a. Melakukan konsultasi kepada nelayan lokal Kampung Tanah Tahap Konstruksi Institusi Pelaksana:
Perikanan pengerukan alur dengan nelayan lokal tentang kegiatan konstruksi BOF (Bulk Merah dan Saengga Terminal Khusus BP Berau Ltd.

laut untuk jetty
baru dan kegiatan
konstruksi BOF
(Bulk Offloading
Facility)

b. Diimplementasikannya
program pemulihan
pendapatan bagi
nelayan lokal yang
terkena dampak

Offloading Facility)

b. Menjalankan program diversifikasi mata
pencaharian dan pemulihan pendapatan
bagi para nelayan lokal yang terkena
dampak

Institusi Pengawas:

1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,

2. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

3. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat,

4. Dinas Pertanahandan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni,

5. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak,

6. Kantor Kesyahbandaran
Teluk Bintuni,

7. Kantor Kesyabandaran Babo
dan

8. Kantor Kesyahbandaran
Kokas.

Institusi Penerima Laporan:
1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,

2. Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut.

3. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

4. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Tetuk Bintuni

5. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak
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19 Gangguan Penerapan zona a. Catatan konsultasi . Melakukan konsultasi kepada masyarakat a. Kampung Tanah Tahap Konstruksi Institusi Pelaksana:

Terhadap Jalur
Transportasi Laut
Masyarakat

terbatas dan zona
terlarang di
sepanjang jalur
transportasi kapal
pendukung
kegiatan konstruksi

dengan masyarakat
lokal

b. Terpasangnya rambu
laut dan tercantumnya
jalur transportasi laut
dalam alur pelayaran
nasional

c. Adanya akses
transportasi alternatif
bagi masyarakat lokal
yang terkena dampak

d. Adanya surat
pemberitahuan kegiatan
kepada Syahbandar
Bintuni, dan Babo,
dan/atau Kokas

lokal tentang kegiatan transportasi laut
untuk kegiatan konstruksi

. Memasang rambu laut di sekitar kegiatan

Mendukung upaya-upaya pengembangan
akses transportasi alternatif bagi masyarakat
local

. Melakukan koordinasi dengan Syahbandar

Bintuni dan Babo, dan/atau Kokas

Merah, Saengga,
Onar, dan Babo

b. Perairan sekitar
Muara Sungai
Saengga

¢. Perairan-perairan
di Teluk Bintuni
yang menjadi lalu
lintas transportasi
lokal masyarakat

d. Kantor
Kesyahbandaran
di Kota Bintuni,
Babo dan/atau
Kokas

Terminal Khusus

BP Berau Ltd.

Institusi Pengawas:

1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,

2. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

3. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat,

4. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni,

5. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak,

6. Kantor Kesyahbandaran
Teluk Bintuni,

7. Kantor Kesyabandaran Babo
dan

8. Kantor Kesyahbandaran
Kokas.

Institusi Penerima Laporan:
1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,

2. Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut

3. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

4. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni

5. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak
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20 Persepsi Penerapan zona a. Catatan konsultasi a. Melakukan konsultasi kepada masyarakat Kampung-kampung Selama tahap Institusi Pelaksana:
Masyarakat dan terbatas dan zona dengan masyarakat lokal mengenai kegiatan proyek terdekat dengan konstruksi BP Berau Ltd.
Ketegangan Sosial | terlarang di sekitar lokal pembangunan anjungan-anjungan, kegiatan pengangkutan dan
akibat kegiatan b. Berfungsinya prosedur termasuk transportasi laut serta zona pengangkutan dan pemasangan Institusi Pengawas:
Wmm.maﬁmﬁmb pengangkutan dan keluhan bagi terbatas dan zona terlarang di sekitar lokasi pemasangan anjungan gas lepas 1. Kementerian Lingkungan
Wod.wn gangguan pemasangan masyarakat lokal, dan anjungan-anjungan, kegiatan flaring dan anjungan, kegiatan pantai Hidup dan Kehutanan,
kegiatan anjungan- adanya pencatatan kegiatan pengeboran sumur gas Sflaring, serta 2. Dinas Lingkungan Hidup
perikanan, anjungan, serta keluhan yang b. Menjalankan prosedur keluhan bagi pengeboran sumur dan Pertanahan Provinsi
transportasi laut, lalu lintas kapal- disampaikan oleh masyarakat lokal gas Papua Barat
dan flaring kapal pendukung masyarakat lokal 3. Dinas Tenaga Kerja
kegiatan Kabupaten Teluk Bintuni,
pemasangan 4. Dinas Pertanahan dan
anjungan-anjungan Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni
untuk kegiatan yang
berlokasi di dalam wilayah
Kabupaten Teluk Bintuni,
5. Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Fakfak,
6. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak untuk
kegiatan yang berlokasi di
dalam wilayah Kabupaten
Fakfak,
7. Kantor Kesyahbandaran
Teluk Bintuni,
8. Kantor Kesyabandaran Babo
dan
9. Kantor Kesyahbandaran

Kokas.

Institusi Penerima Laporan:

1.

2.

3.

Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,
Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut.
Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni

. Dinas Pertanahan dan

Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak
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21 Persepsi Transportasi laut a. Catatan konsultasi . Melakukan konsultasi kepada masyarakat Kampung-kampung Tahap Konstruksi Institusi Pelaksana:

masyarakat dan
ketegangan sosial
akibat
kesempatan
kerja, gangguan
kegiatan
perikanan dan
transportasi laut

dan pemasangan
pipa bawah laut
termasuk
pembuatan parit
dan penimbunan
batu

dengan masyarakat
lokal

b. Berfungsinya prosedur
keluhan bagi
masyarakat lokal, dan
adanya pencatatan
keluhan yang
disampaikan oleh
masyarakat lokal

lokal mengenai kegiatan proyek konstruksi
transmisi gas, termasuk pemasangan pipa
bawah laut, pembuatan parit, dan
penimbunan batu

. Menjalankan prosedur keluhan bagi

masyarakat

terdekat lokasi
kegiatan pemasangan
pipa bawah laut

Transmisi Gas

BP Berau Ltd.

Institusi Pengawas:

1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,

2. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

3. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni
untuk kegiatan yang
berlokasi di dalam wilayah
Kabupaten Teluk Bintuni,

4. Dinas Pertanahandan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak untuk
kegiatan yang berlokasi di
dalam wilayah Kabupaten
Fakfak,

5. Kantor Kesyahbandaran
Teluk Bintuni,

6. Kantor Kesyabandaran Babo
dan

7. Kantor Kesyahbandaran
Kokas.

Institusi Penerima Laporan:

1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,

2. Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut

3. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

4. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni

5. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak
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22 Persepsi Kegiatan a. Catatan konsultasi a. Melakukan konsultasi kepada masyarakat Kampung-kampung Tahap Konstruksi Institusi Pelaksana:
Masyarakat dan konstruksi kilang dengan masyarakat lokal mengenai kegiatan konstruksi Kilang di wilayah sekitar Kilang LNG BP Berau Ltd.
Ketegangan Sosial | Tangguh LNG lokal LNG kegiatan konstruksi
terkait termasuk b. Berfungsinya prosedur b. Menjalankan prosedur keluhan bagi Kilang LNG Institusi Pengawas:
kesempatan kesempatan kerja, keluhan bagi masyarakat lokal 1. Kementerian Lingkungan
kerja, perubahan penyediaan masyarakat lokal, dan Hidup dan Kehutanan,
pola mata makanan dan adanya pencatatan 2. Dinas LingkunganHidup

pencaharian dan
tingkat
pendapatan,
gangguan
kegiatan
perikanan serta
transportasi laut

kebutuhan lain
bagi para pekerja,
dan transportasi
laut

keluhan yang
disampaikan oleh
masyarakat lokal

dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

3. Dinas Pertanahandan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni
untuk kegiatan yang
berlokasi di dalam wilayah
Kabupaten Teluk Bintuni,

4. Dinas Pertanahandan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak untuk
kegiatan yang berlokasi di
dalam wilayah Kabupaten
Fakfak

Institusi Penerima Laporan:
1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,
2. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

3. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni,

4. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak
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23 Persepsi a. Kegiatan a. Catatan konsultasi a. Melakukan konsultasi kepada masyarakat Kampung Tanah Tahap Konstruksi Institusi Pelaksana:
Masyarakat dan pengerukan alur dengan masyarakat lokal mengenai kegiatan konstruksi BOF, Merah, Saengga, Terminal Khusus BP Berau Ltd.
Ketegangan Sosial laut untuk jetty lokal termasuk pemancangan pondasi BOF, dan Babo, dan Onar
akibat gangguan baru dan b. Berfungsinya prosedur kegiatan transportasi laut untuk kegiatan Institusi Pengawas:
kegiatan kegiatan keluhan bagi konstruksi 1. Kementerian Lingkungan
perikanan, konstruksi BOF masyarakat lokal, dan b. Menjalankan prosedur keluhan bagi Hidup dan Kehutanan,
gangguan . Lalu lintas kapal adanya pencatatan masyarakat lokal 2. Dinas Lingkungan Hidup
terhadap pendukung keluhan yang dan Pertanahan Provinsi
aksesibilitas kegiatan disampaikan oleh Papua Barat
transportasi laut, konstruksi dan masyarakat lokal 3. Dinas Pertanahandan
gangguan penerapan zona Lingkungan Hidup
kebisingan, dan terbatas dan Kabupaten Teluk Bintuni
gangguan zona terlarang untuk kegiatan yang
terhadap warisan di sepanjang berlokasi di dalam wilayah
budaya. jalur Kabupaten Teluk Bintuni,
transportasi 4. Dinas Pertanahandan
kapal Lingkungan Hidup
pendukung Kabupaten Fakfak untuk
kegiatan kegiatan yang berlokasi di
konstruksi dalam wilayah Kabupaten
Kegiatan Fakfak
pemancangan
pondasi BOF Institusi Penerima Laporan:

i

2.

Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,
Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

. Dinas Pertanahan dan

Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni,

. Dinas Pertanahan dan

Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak
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Dampak
Lingkungan yang
Dikelola

Sumber Dampak

Indikator Keberhasilan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lokasi Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Periode Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Institusi Pengelolaan
Lingkungan Hidup

24

Perubahan mata
pencaharian dan
tingkat
pendapatan
sebagai dampak
turunan dari
gangguan
terhadap kegiatan
perikanan

Pemasangan pipa
bawah laut dan
transportasi laut

a. Terserapnya produk-
produk lokal dari sektor
pertanian dan
perikanan; adanya
pencatatan produk-
produk lokal pertanian
dan perikanan yang
terserap dari kampung-
kampung terdekat
dengan kegiatan proyek

b. Diimplementasikannya
program pemulihan
pendapatan bagi
nelayan lokal yang
terkena dampak

a. Mengoptimalkan penyerapan produk-produk
lokal dari sektor pertanian, perikanan, dan
kegiatan rumah tangga.

b. Menjalankan program diversifikasi mata
pencaharian dan pemulihan pendapatan
bagi para nelayan lokal yang terkena
dampak

Kampung-kampung
terdekat dengan
lokasi pemasangan
pipa bawah laut

Tahap Konstruksi
Transmisi Gas

Institusi Pelaksana:
BP Berau Ltd.

Institusi Pengawas:

1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,

2. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

3. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni
untuk kegiatan yang
berlokasi di dalam wilayah
Kabupaten Teluk Bintuni,

4. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak untuk
kegiatan yang berlokasi di
dalam wilayah Kabupaten
Fakfak.

Institusi Penerima Laporan:
1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,

2. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi

Papua Barat.

3. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni,

4. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak
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25 Perubahan mata Kegiatan a. Terserapnya produk- . Mengoptimalkan penyerapan produk-produk | Kampung-kampung Tahap Konstruksi Institusi Pelaksana:
pencaharian dan konstruksi kilang produk lokal dari sektor lokal dari sektor pertanian dan perikanan yang berada di Kilang LNG BP Berau Ltd.
tingkat Tangguh LNG pertanian dan . Menyediakan pelatihan dan pendampingan wilayah sekitar
pendapatan termasuk perikanan; adanya pertanian, peternakan dan pengolahan hasil | Tangguh LNG Institusi Pengawas:

sebagai dampak
turunan dari
kesempatan
kerja, peluang
bisnis

transportasi laut
dan penyediaan
makanan dan
kebutuhan lain
bagi para pekerja

pencatatan produk-
produk lokal pertanian
dan perikanan yang
terserap dari kampung-
kampung terdekat
dengan kegiatan proyek

b. Ketersediaan

industri/jasa menengah
yang dapat memberikan
jasa pelayanan kepada
Tangguh LNG

perikanan bagi masyarakat yang tinggal di
kampung-kampung di wilayah sekitar lokasi
proyek Tangguh LNG

. Mengoptimalkan pengembangan bisnis

menengah Masyarakat Asli, memberikan
dukungan baik dari sisi pelatihan dan akses
kepada dana untuk mencapai kemampuan
berbisnis yang sehat dan menguntungkan

. Mengoptimalkan pengembangan bisnis

menengah masyarakat asli, memberikan
dukungan baik dari sisi pelatihan dan akses
kepada dana untuk mencapai kemampuan
berbisnis yang sehat dan menguntungkan

1.

2.

Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,
Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni
untuk kegiatan yang
berlokasi di dalam wilayah
Kabupaten Teluk Bintuni,

. Dinas Pertanahan dan

Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak untuk
kegiatan yang berlokasi di
dalam wilayah Kabupaten
Fakfak

Institusi Penerima Laporan:

1.

2.

Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,
Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni,

. Dinas Pertanahan dan

Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak
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26 Demografi Kesempatan kerja a. Tersedianya data-data a. Melakukan kajian tentang migrasi masuk a. Kampung- Tahap Konstruksi Institusi Pelaksana:

(Migrasi, Struktur
Populasi, dan
Pertumbuhan
Penduduk)

dan peluang bisnis
Kesempatan kerja
dan peluang bisnis
selama tahap
operasi yang
disebabkan oleh
kegiatan rekrutmen
dan mobilisasi
tenaga kerja

sosial ekonomi dan
kependudukan

b. Adanya kajian mengenai
migrasi masuk dan
dampak buruknya

c. Berfungsinya sistem
pemantauan
kependudukan

d. Masyarakat asli

memimpin proses
pembangunan kampong

e. Tersedianya Sistem

Informasi dan
Administrasi
Kependudukan

b.

dan dampak buruknya

Bekerjasama dengan Lembaga-lembaga
Pembangunan untuk mendukung
pelaksanaan Sistem Administrasi
Kependudukan (SIAK) bagi aparat
pemerintah Kabupaten.

Bekerjasama dengan lembaga-lembaga
Pembangunan melaksanakan program-
program tata kelola kepemerintahan dan
penguatan masyarakat sipil yang berpihak
pada Masyarakat Asli

kampung
Masyarakat Asli di
wilayah sekitar
Tangguh LNG

b. Kantor
Pemerintah
Kabupaten Teluk
Bintuni dan
Fakfak

Kilang LNG

BP Berau Ltd.

Institusi Pengawas:

1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,

2. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

3. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni
untuk kegiatan yang
berlokasi di dalam wilayah
Kabupaten Teluk Bintuni,

4. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak untuk
kegiatan yang berlokasi di
dalam wilayah Kabupaten
Fakfak

Institusi Penerima Laporan:
1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,
2. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

3. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni,

4. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak
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27 Asimilasi, Kesempatan kerja a. Catatan tentang a. Mendukung masyarakat dan pemerintah Kampung-kampung Tahap Konstruksi Institusi Pelaksana:
Akulturasi, dan peluang bisnis kegiatan seni-budaya membangun sanggar seni budaya Suku Masyarakat Asli Kilang LNG BP Berau Ltd.
Perubahan Norma | Kesempatan kerja secara rutin di sanggar- Sebyar, Simuri, Irarutu dan Patuanan yang berada di
dan Nilai sosial dan peluang bisnis sanggar seni budaya Arguni, wilayah sekitar Institusi Pengawas:
masyarakat, yang disebabkan Masyarakat Asli b. Mendukung masyarakat dalam Tangguh LNG 1. Kementerian Lingkungan

oleh penerimaan
dan mobilisasi
tenaga kerja

b. Terbangunnya rumah-
rumah adat di
kampung-kampung
terpilih

c. Adanya kegiatan
promosi seni budaya
yang bernilai ekonomi

pembangunan rumah-rumah adat di
kampung-kampung terpilih

c. Mendorong kegiatan promosi budaya
Masyarakat Asli

Hidup dan Kehutanan,

2. Dinas LingkunganHidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

3. Dinas Pertanahandan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni
untuk kegiatan yang
berlokasi di dalam wilayah
Kabupaten Teluk Bintuni,

4. Dinas Pertanahandan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak untuk
kegiatan yang berlokasi di
dalam wilayah Kabupaten
Fakfak

Institusi Penerima Laporan:
1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,
2. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

3. Dinas Pertanahandan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni,

4. Dinas Pertanahandan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak
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28 Marginalisasi Persaingan sosial a. Penerima manfaat a. Memberikan prioritas program sosial pada Kampung-kampung Tahap Konstruksi Institusi Pelaksana:
masyarakat asli ckonomi antara utama program sosial Masyarakat Asli yang tinggal di wilayah Masyarakat Asli Kilang LNG BP Berau Ltd.
dan kelompok masyarakat asli adalah Masyarakat Asli sekitar Kilang LNG dan masyarakat asli yang berada di
masyarakat dengan pendatang b. Kegiatan promosi seni Papua lainnya wilayah sekitar Institusi Pengawas:
rentan budaya yang bernilai b. Menjalankan program peningkatan Tangguh LNG 1. Kementerian Lingkungan
ekonomi pendapatan yang dapat diakses oleh Hidup dan Kehutanan,

c. Masyarakat Asli dan
kelompok rentan
mendapatkan akses
terhadap program
peningkatan pendapatan

Masyarakat Asli dan kelompok rentan

2. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

3. Dinas Pertanahandan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni
untuk kegiatan yang
berlokasi di dalam wilayah
Kabupaten Teluk Bintuni,

4. Dinas Pertanahandan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak untuk
kegiatan yang berlokasi di
dalam wilayah Kabupaten
Fakfak

Institusi Penerima Laporan:

1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,

2. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

3. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni,

4. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak
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No

Dampak
Lingkungan yang
Dikelola

Sumber Dampak

Indikator Keberhasilan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lokasi Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Periode Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Institusi Pengelolaan
Lingkungan Hidup

29

Penurunan Akses
Terhadap
Pelayanan Publik
Termasuk
Pendidikan

Kesempatan kerja
dan peluang bisnis
yang disebabkan
oleh penerimaan
dan mobilisasi
tenaga kerja yang
menimbulkan
sindrom cawan
madu; menarik
migran serta
keluarganya untuk
menetap di
kampung-kampung
sekitar wilayah
operasi Tangguh
LNG

a. Adanya kontribusi
Tangguh LNG dalam
pembangunan
infrastruktur di
kampung-kampung yang
berada wilayah sekitar
Tangguh LNG

b. Pelajar-pelajar dari
Masyarakat Asli
mendapatkan akses dan
pelayanan pendidikan
yang baik dan mampu
meningkatkan kualitas
pendidikan secara
signifikan

. Perbaikan infrastruktur di kampung-

kampung yang berada di wilayah sekitar
Tangguh LNG melalui mekanisme
Musrenbang di tingkat Kabupaten.

. Memperkuat ketersediaan tenaga pengajar di

sekolah-sekolah

. Menyediakan bantuan pendidikan bagi

pelajar dari masyarakat asli terpilih

. Menyediakan beasiswa bagi pelajar dari

masyarakat asli terpilih

. Memperbaiki infrastruktur sekolah di

kampung-kampung masyarakat asli
disekitar Tangguh LNG

Menyediakan pendampingan manajemen
sekolah bagi sekolah-sekolah di kampung-
kampung masyarakat asli disekitar Tangguh
LNG

Kampung-kampung
yang berada di
wilayah sekitar
Tangguh LNG

Tahap Konstruksi
Kilang LNG

Institusi Pelaksana:
BP Berau Ltd.

Institusi Pengawas:

1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,

2. Dinas LingkunganHidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

3. Dinas Pertanahandan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni
untuk kegiatan yang
berlokasi di dalamwilayah
Kabupaten Teluk Bintuni,

4. Dinas Pertanahandan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfakuntuk
kegiatan yang berlkasi di
dalam wilayah Kabupaten
Fukfak

Institusi Penerima Laporan:
1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,
2. Dinas LingkunganHidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

3. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni,

4. Dinas Pertanahandan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak
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30 Perubahan Pola Kesempatan kerja a. Masyarakat asli . Mengadakan studi tentang dampak terhadap Kampung-kampung Tahap Konstruksi Institusi Pelaksana:
Penyakit, dan peluang bisnis mendapatkan akses dan kesehatan masyarakat sebelum dimulainya yang berada di Kilang LNG BP Berau Ltd.
Perubahan yang disebabkan pelayanan kesehatan kegiatan wilayah sekitar
Prevalensi oleh penerimaan sesuai standar yang baik . Bekerjasama dengan Puskesmas setempat Tangguh LNG Institusi Pengawas:
Penyakit, dan mobilisasi b. Terkendalinya untuk melakukan upaya pencegahan 1. Kementerian Lingkungan
Perubahan Akses tenaga kerja yang penyebaran dan penyebaran dan penularan penyakit Hidup dan Kehutanan,
Terhadap menimbulkan prevalensi penyakit . Melakukan promosi pola hidup sehat 2. Dinas Lingkungan Hidup
Pelayanan sindrom cawan menular dikampung- . Mendukung ketersediaan infrastruktur, dan Pertanahan Provinsi
Kesehatan, dan madu; menarik kampung sekitar LNG akses, paramedik dan obat-obatan di Papua Barat,
Perubahan migran serta c. Terjaganya kesehatan kampung 3. Dinas Pertanahandan
Kesehatan keluarganya untuk lingkungan di kampung- . Menerapkan izin kerja yang berbasis pada Lingkungan Hidup
Lingkungan menetap di kampung tujuan para kesehatan pekerja (medical check-up and site Kabupaten Teluk Bintuni

kampung-kampung
sekitar wilayah
operasi Tangguh
LNG

pendatang

entrance approval request)

Bekerjasama dengan aparat kampung untuk
melakukan upaya pengelolaan migrasi
masuk beserta dampak buruknya bagi
kesehatan dan lingkungan.

. Berkoordinasi dengan aparat kampung

untuk melakuakn upaya-upaya pencegahan
prostitusi di sekitar Tangguh LNG

untuk kegiatan yang
berlokasi di dalam wilayah
Kabupaten Teluk Bintuni,

. Dinas Pertanahan dan

Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak untuk
kegiatan yang berlokasi di
dalam wilayah Kabupaten
Fakfak,

. Dinas Kesehatan Kabupaten

Teluk Bintuni

. Dinas Kesehatan Kabupaten

Fakfak.

Institusi Penerima Laporan:

1.

2.

Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,
Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni,

. Dinas Pertanahan dan

Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak
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31 Perubahan Kegiatan a. Catatan tentang . Bersama masyarakat dan pemerintah a. Kampung Tanah Tahap Konstruksi Institusi Pelaksana:

Warisan Budaya

konstruksi BOF

kegiatan seni-budaya
secara rutin di sanggar-
sanggar seni budaya
masyarakat asli

b. Terbangunnya rumah

(6

adat di Simuri
Kegiatan promosi seni
budaya yang bernilai
ekonomi

membangun sanggar seni budaya Suku
Simuri

. Mendukung masyarakat dalam

pembangunan rumah-rumah adat di
kampung Tanah Merah dan Saengga
Mendorong kegiatan promosi budaya
masyarakat asli suku Simuri

. Membuat jalur khusus dari BOF untuk

menghindari terganggunya rumah keramat
yang terletak di dalam Tangguh LNG
Pelestarian benda-benda keramat, termasuk
batu keramat, sungai keramat, dan rumah
keramat yang ada di dalam dan di luar lokasi
Tangguh LNG

Merah dan Saengg
b. Di lokasi batu
keramat, sungai
keramat, dan
rumah keramat di
dalam dan di luar
Tangguh LNG

Terminal Khusus

BP Berau Ltd.

Institusi Pengawas:

1.

2.

Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,
Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni
untuk kegiatan yang
berlokasi di dalam wilayah
Kabupaten Teluk Bintuni,
Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak untuk
kegiatan yang berlokasi di
dalam wilayah Kabupaten
Fakfak

Institusi Penerima Laporan:

1.

2.

Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,
Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni,
Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak

Tahap Operasi

1

Penurunan
kualitas udara

Emisi udara dari
keseluruhan
kegiatan operasi
Kilang LNG dan
fasilitas
pendukungnya

Emisi CO2 memenuhi
perkiraan emisi
tahunan yang
direncanakan
Kualitas emisi
memenuhi baku mutu
sesuai Peraturan
Menteri Lingkungan
Hidup Nomor 13
Tahun 2009 tentang
Baku Mutu Emisi
Sumber Tidak
Bergerak bagi Usaha
dan/atau Kegiatan
Minyak dan Gas Bumi

CO2 yang dihasilkan dari kegiatan operasi
Tangguh berasal dari feed gas dari reservoir
yang mengandung antara 12-15% COa.
Tingkat produksi LNG berbanding lurus
dengan jumlah emisi CO2. Semakin tinggi
tingkat produksi LNG semakin besar volume
CO3 yang dihasilkan

. Melakukan perhitungan jumlah CO. dari

keseluruhan kegiatan Kilang LNG dan
fasilitas pendukungnya

Menggunakan desain yang hemat energy,
misalnya menggunakan ketel uap (HRSG
Heat Recovery Steam Generator) untuk
mengambil kembali panas buang dari turbin
gas untuk menghasilkan uap bertekanan

| a. Kilang LNG dan
fasilitas
pendukungnya

b. Cerobong emisi
di Kilang LNG 1
dan 2 (eksisting):
1) Unit AGI
2) Unit Boiler
3) Unit HRSG
4) Unit Gas

Turbin

c. Cerobong emisi di

Kilang LNG 3 dan

4.

1) Unit AGI

Selama kegiatan
operasi Kilang LNG
dan fasilitas
pendukungnya

Institusi Pelaksana:
BP Berau Ltd.

Institusi Pengawas:

1.

2.

Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,
Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni

Institusi Penerima Laporan:

1.

Kementerian Lingkungan
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dan EHS Guideline for tinggi. 2)  Unit Boiler Hidup dan Kehutanan,
LNG Activity Tahun . Menggunakan tungku yang melepaskan 3) Unit HRSG 2. Direktorat Jenderal Minyak
2007 emisi NOx dalam jumlah yang kecil (Dry Low 4) Unit Gas dan Gas Bumi
Memenuhi ketentuan Nox burner) untuk gas turbin Turbin 3. Direktorat Jenderal
CEMS sesuai dengan . Memasang, mengoperasikan, melakukan Perhubungan Laut
Peraturan Menteri pencatatan dan melakukan kalibrasi rutin 4. Dinas Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup fasilitas CEMS pada cerobong-cerobong dan Pertanahan Provinsi
Nomor 13 Tahun 2009 sesuai dengan peraturan terkait Papua Barat
tentang Baku Mutu 5. Dinas Pertanahandan
Emisi Sumber Tidak Lingkungan Hidup
Bergerak bagi Usaha Kabupaten Teluk Bintuni,
dan/atau Kegiatan 6. Dinas Pertanahandan
Minyak dan Gas Bumi Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak
2 Perubahan Penyediaan sumber Memastikan volume air . Sumur air produksi akan didesain untuk Sumur produksi Selama penggunaan air | Institusi Pelaksana:

geohidrologi alami
yang mempunyai
potensi gangguan
terhadap sumur air
penduduk dan
penurunan
permukaan tanah

air dari alternatif
pengambilan air
tanah dalam

tanah yang diambil
adalah optimum yield
sesuai dengan hasil
studi uji pompa
(pumping test) dan izin
pengambilan air tanah
Meminimalkan
dampak terhadap
ketersediaan air tanah
milik masyarakat di
Tanah Merah dan
Saengga dengan
meminimalkan potensi
terjadinya intrusi air
laut dan salinisasi air
tanah (TDS < 1000
mg/L}; dan
Meminimalkan potensi
terjadinya penurunan
permukaan tanah (< 5
cm) terkait
pengambilan air tanah
untuk jangka panjang.

mengambil air tanah dari akuifer di
kedalaman 300 -~ 400 m supaya tidak
mengganggu air tanah dangkal yang
biasanya digunakan sebagai sumber air
tanah bagi penduduk di kampung Tanah
Merah Baru dan Saengga.

. Pengambilan air tanah untuk keperluan

Tangguh LNG akan dibatasi pada akuifer air
tanah dalam >150m. Akuifer air tanah pada
kedalaman diatas 150 meter akan diproteksi
dengan pemasangan casing baja

. Volume pengambilan/pemompaan air tanah

untuk keperluan operasi Tangguh LNG
ditentukan berdasarkan hasil uji
pemompaan air tanah (pumping test) yang
disaksikan oleh instansi pemerintah terkait
(KLHK) dan berdasarkan izin penggunaan air
tanah sesuai dengan peraturan terkait

. Mengukur muka air tanah dari sumur air

penduduk di desa Tanah Merah dan
Saenggga sebagal informasi rona lingkungan

. Memasang sumur pantau air tanah pada

kedalaman 150 m yang berlokasi diantara
sumur air tanah produksi Tangguh LNG dan
sumur air tanah penduduk untuk memantau
potensi penurunan level air tanah dari
kegiatan penggunaan air tanah

Memasang sumur pantau air tanah pada
kedalaman 150 - 400 m untuk memantau
potensi migrasi air laut

Memasang stasiun pengamatan penurunan
permukaan tanah di sekitar lokasi sumur air
tanah produksi

. Menggunakan material lumpur Water Based

Mud (WBM) yang tidak mengandung bahan

air tanah
Tangguh LNG
Sumur pantau
air tanah

tanah untuk
kebutuhan operasi

BP Berau Ltd.

Institusi Pengawas:

1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,

2. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

3. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni,

4. Dinas Pertambangan Energi
dan Sumber Daya Mineral
(ESDM)} Kabupaten Teluk
Bintuni.

Institusi Penerima Laporan:
1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,

2. Direktorat Jenderal Minyak
dan Gas Bumi

3. Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut

4. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

5. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni,

6. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak
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Dampak
Lingkungan yang
Dikelola

Sumber Dampak

Indikator Keberhasilan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lokasi Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Periode Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Institusi Pengeblaan
Lingkungan Hidup

beracun (non toxic) dalam kegiatan
pengeboran sumur air tanah dan sumur
pantau. Lumpur bor akan diuji TCLP dan
LD50 terlebih dahulu sebelum digunakan
Sisa lumpur dan serbuk bor dari kegiatan
pengeboran sumur air tanah akan dibuang
di Landfill non B3 di lokasi Tangguh LNG
atau ditimbun dalam lubang yang dibuat di
sekitar lokasi pengeboran. Jika ditimbun di
sekitar lokasi pengeboran, timbunan akan
ditutup dan direvegetasi setelah kegiatan
pengeboran sumur air tanah selesai
dilakukan

Langkah-langkah mitigasi akan
dilaksanakan untuk menghindari intrusi air
laut seperti pengurangan
pengambilan/pemompaan dari sumur air
tanah produksi di area dekat pantai, atau
membuat sumur air tanah produksi
tambahan lebih jauh ke arah selatan
berdekatan dengan pagar Tangguh LNG

Kenaikan
kelimpahan dan
keanekaragaman
biota perairan laut

Keberadaan
Anjungan Gas
Lepas Pantai

Adanya kenaikan
kelimpahan nekton dan
keanekaragaman mamalia
laut dibandingkan dengan
kondisi rona lingkungan
pada saat AMDAL

Mempertahankan dampak positif dengan cara:

a.

Limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan
operasional fasilitas yang ada di laut seperti
anjungan gas lepas pantai akan dikirim ke
darat untuk pengolahan lebih lanjut.
Menerapkan kebijakan dilarang memancing

Lokasi Anjungan Gas
Lepas Pantai

Selama kegiatan
Operasional Anjungan
Gas Lepas Pantai

Institusi Pelaksana:
BP Berau Ltd.

Institusi Pengawas:

1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,

2. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

3. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni
untuk kegiatan yang
berlokasi di dalam wilayah
Kabupaten Teluk Bintuni,

4. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak untuk
kegiatan yang berlokasi di
dalam wilayah Kabupaten
Fakfak dan

Institusi Penerima Laporan:

1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,

2. Direktorat Jenderal Minyak
dan Gas Bumi

3. Direktorat Jenderal
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No

Dampak
Lingkungan yang
Dikelola

Sumber Dampak

Indikator Keberhasilan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lokasi Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Periode Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Institusi Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Perhubungan Laut

4. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

5. Dinas Pertanahandan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni,

6. Dinas Pertanahandan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak

Penurunan
kelimpahan dan
keanekaragaman
benthos

Pengerukan
Material Keruk
untuk kegiatan
pemeliharaan
Terminal Khusus

Meminimalkan potensi
penurunan kelimpahan dan
keanekaragaman Benthos
dibandingkan dengan rona
lingkungan pada saat
AMDAL

Memperbaharui prosedur pengerukan
sesuai dengan metode yang akan
digunakan dan melakukan
pelatihan/sosialisasi kepada karyawan
terkait

Melakukan pengerukan hanya pada lokasi
yang direncanakan

Menggunakan pengeruk yang sesuai untuk
meminimalisir lama terjadinya dampak.
Melakukan tindakan korektif jika didapati
dari hasil pemantauan bahwa sebaran TSS
tidak sesuai dengan simulasi dalam kajian
ANDAL

Area Pengerukan di
sekitar Terminal
Khusus, termasuk
untuk jalur
pelayarannya

Selama kegiatan

Pengerukan Material

Keruk untuk kegiatan

pemeliharaan Terminal

Khusus, yaitu:

a. Dermaga LNG 1
dan 2

b. Combo Dock

c. Dermaga BOF

d. Dermaga
Konstruksi

Institusi Pelaksana:
BP Berau Ltd.

Institusi Pengawas:

1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,

2. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

3. Dinas Pertanahandan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni

Institusi Penerima Laporan:
1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,

2. Direktorat Jenderal Minyak
dan Gas Bumi

3. Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut.

4. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

5. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni,

6. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak

Gangguan
terhadap mamalia
laut

Kegiatan
Transportasi Laut,
termasuk kegiatan
pengangkutan
produk LNG dan
kondensat dan
pengangkutan
kebutuhan logistik
untuk Operasi
Tangguh LNG

Meminimalkan potensi
gangguan mamalia laut
dibandingkan dengan
kondisi rona lingkungan
pada saat AMDAL

Melakukan pembaharuan prosedur
perlindungan mamalia laut dan melakukan
sosialisasi prosedur kepada karyawan
terkait dan awak kapal

Memperbaharui prosedur pengelolaan
limbah padat dan cair pada kegiatan
transportasi laut dan melakukan sosialisasi
prosedur kepada karyawan terkait
Memperbaharui prosedur penanggulangan
keadaan darurat pencemaran di kapal dan
dilakukan pelatihan ke awak kapal

Jalur transportasi
laut dari terminal
khusus sampai mulut
Teluk Bintuni

Selama kegiatan
operasional Terminal
Khusus

Institusi Pelaksana:
BP Berau Ltd.

Institusi Pengawas:

1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,

2. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

3. Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup
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Dampak Indikator Keberhasilan Lokasi P ol Periode P ol Institusi Peneeblaan
No Lingkungan yang Sumber Dampak Pengelolaan Lingkungan Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup hn.u asi rengelolaan erioae renge’olaan ASutust Fenges
Dikelola Hidup ingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
Menyediakan fasilitas penanggulangan Kabupaten Teluk Bintuni
keadaan darurat di kapal sesuai dengan untuk kegiatan yang
prosedur yang telah disusun berlokasi di dalam wilayah
Menerapkan kebijakan dilarang memancing Kabupaten Teluk Bintuni,
Melakukan pemeliharaan rutin terhadap 4. Dinas Pertanahandan
mesin/peralatan untuk memastikan bahwa Lingkungan Hidup
mesin/peralatan tersebut bekerja dengan Kabupaten Fakfak untuk
efisien kegiatan yang berbkasi di
Mengutamakan jalur transportasi laut di dalam wilayah Kabupaten
area yang lebih dalam (>12 m) pada saat Fakfak dan
kondisi laut tenang.
Mengurangi laju kapal jika dekat dengan Institusi Penerima Laporan:
mamalia laut, sampai mamalia laut 1. Kementerian Lingkungan
tersebut menjauh Hidup dan Kehutanan,
Melakukan pengelolaan limbah padat dan 2. Direktorat Jenderal Minyak
air limbah sesuai dengan Peraturan dan Gas Bumi
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 dan 3. Direktorat Jendera
MARPOL serta peraturan yang berlaku. Perhubungan Laut
Pengelolaan limbah padat dan cair secara 4. Dinas Lingkungan Hidup
terinci dibahas pada RKL tentang dan Pertanahan Provinsi
penurunan kualitas air laut Papua Barat
Mengelola air balas sesuai dengan 5. Dinas Pertanahandan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun Lingkungan Hidup
2010 dan MARPOL. Kabupaten Teluk Bintuni,
Mencatat penggantian air balas (tanggal, 6. Dinas Pertanahandan
lokasi, volume, dan nama kapal) Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak
6 Gangguan Kegiatan Meminimalkan potensi Memperbaharui prosedur pemuatan LNG Lokasi pemuatan LNG | Selama kegiatan Institusi Pelaksana:

terhadap mamalia
laut

Transportasi Laut,
termasuk kegiatan
pengangkutan
produk LNG dan
kondensat dan
pengangkutan
kebutuhan logistik
untuk Operasi
Tangguh LNG

gangguan mamalia laut
dibandingkan dengan
kondisi rona lingkungan
pada saat AMDAL

dan kondensat serta melakukan

pelatihan /sosialisasi prosedur kepada
karyawan terkait

Memiliki Tim Penanganan Keadaan Darurat
untuk kejadian tumpahan bahan bakar dan
bahan kimia

Memperbaharui prosedur tanggap darurat
dan melakukan pelatihan terhadap tim
penanganan keadaan darurat

Menerapkan persyaratan untuk pergantian
(pembuangan) air ballast setelah kapal
meninggalkan pelabuhan dan sebelum tiba
di Teluk.

Persyaratan penyediaan kompartemen
terpisah untuk air kotor yang tergenang di
dasar kapal (bilge water) dan air ballast.
Persyaratan tanki pra-separasi untuk air
kotor yang tergenang di dasar kapal dengan
persyaratan MARPOL sebesar 15 ppm
buangan limbah dari ruangan mesin.

dan Kondensat

operasional Terminal
Khusus

BP Berau Ltd.

Institusi Pengawas:

1.

2.

Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,
Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat

. Dinas Pertanahan dan

Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni
untuk kegiatan yang
berlokasi di dalam wilayah
Kabupaten Teluk Bintuni,

. Dinas Pertanahan dan

Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfakuntuk
kegiatan yang berlokasi di
dalam wilayah Kabupaten
Fakfak
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Dampak N s Ol R Lokasi P lol Periode Pengelola: Institusi Pengelolaan
No Lingkungan yang Sumber Dampak Pengelolaan Lingkungan Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup h@ asi rengeoaan : nge otaarn . el
Dikelola Hidu ingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
P
Institusi Penerima Laporan:
1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,
2. Direktorat Jenderal Minyak
dan Gas Bumi
3. Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut
4. Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi
Papua Barat
5. Dinas Pertanahandan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Teluk Bintuni,
6. Dinas Pertanahandan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Fakfak
7 Demografi (Migrasi, | Kesempatan kerja a. Tersedianya data-data . Melakukan survey dan sensus a. Kampung- Tahap Operasi Kilang Institusi Pelaksana:
Struktur Populasi, dan peluang bisnis sosial ekonomi dan kependudukan setiap dua tahunan, serta kampung LNG BP Berau Ltd.
dan Pertumbuhan Kesempatan kerja kependudukan melakukan kajian terhadap migrasi masuk Masyarakat Asli di
Penduduk) dan peluang bisnis . Adanya kajian mengenai dan dampak buruknya. wilayah sekitar Institusi Pengawas:
selama tahap migrasi masuk dan . Bekerjasama dengan Lembaga-lembaga Tangguh LNG 1. Kementerian Lingkungan
operasi yang dampak buruknya Pembangunan untuk mendukung b. Kantor Hidup dan Kehutanan,
disebabkan oleh . Berfungsinya sistem pelaksanaan Sistem Administrasi Pemerintah 2. Dinas Lingkungan Hidup
kegiatan rekrutmen pemantauan Kependudukan (SIAK) bagi aparat Kabupaten Teluk dan Pertanahan Provinsi
dan mobilisasi kependudukan pemerintah Kabupaten. Bintuni dan Papua Barat
tenaga kerja . Masyarakat asli . Bekerjasama dengan Lembaga-lembaga Fakfak 3. Dinas Pertanahan dan
memimpin proses Pembangunan melaksanakan program- Lingkungan Hidup
pembangunan kampong program tata kelola kepemerintahan dan Kabupaten Teluk Bintuni,
. Tersedianya Sistem penguatan masyarakat sipil yang berpihak 4. Dinas Pertanahan dan
Informasi dan pada masyarakat asli Lingkungan Hidup
Administrasi Kabupaten Fakfak
Kependudukan
Institusi Penerima Laporan:
1. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,
2. Dinas Lingkungan Hid<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>